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RINGKASAN 

ANALISIS DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS 
SEBAGAI IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG OTONOMI 

DAERAH TENTANG PERIMBANGAN KEUANGAN 
ANTARA PUSAT DAN DAERAH DI JAWA TlMUR 

Nurul Istifadah 

Jurusan I1mu Ekonomi & Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi 
Universitas Airlangga Surabaya 

Undang-Undang Olonomi Daerah tahun 1999, yaitu UU No.22 tentang 

Pemerinlahan Daerah dan UU No. 25 tentang Perimbangan Keuangan Antara 

Pemerintah Pusat dan Oaerah serta revisi UU Otonomi Daerah No. 32 dall UU 

No. 33 tahun 2004 menjelaskan bahwa pemerintah puSSl menyerahkan fungsi. 

personil, dan asetnya kepada pemerintah propinsi, kabupalen, dan kola. Sehingga 

sistem pemerintahan menjadi lerdesentralisasi dibandingkan dengan sislem 

seb'elumnya yang lebih bersifat dekonsentrasi dan koadministrasi. 

Dilinjau dari sisi administrasi pemerintahan, Undang-Undang Otonomi 

Daerah telah memindahkan fungsi pemerintah pusat kepada pemerinlah daerah, 

dengan pengecualian dalam hal pertahanan dari keamanan, kebijakan luar negeri. 

moneler, fiskal, hukum, dan urusan agama Kekuasaan provinsi, kabupalen dan 

kola melipuli seluruh sektor kewenangan administratif selain kewenangan yang 

telah dijalankan oleh pemerintah pusat, termasuk pekerjaan publik, kesehalan, 

pendidikan dan kebudayaan, pertanian, transportasi, induslri dan perdagangan, 

investasi, lingkungan hidup, urusan tanah, koperasi, dan tenaga kerja 

Sebagai dukungan atas pelimpahan tanggung jawab yang diberikan oleh 

pemerinlah pusat kepada pemerintah daerah, maka diperlukan sumber fiskal yang 

mampu menopang tanggung jawab tersebut Sumber fiskal tersebut berupa pajak, 

dana perimbangan, serta pinjaman. Dana perimbangan adalah dana yang 

bersumber dari penerimaan APBN. Dana perimbangan terdiri dari dana bagi 

hasil, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (OAK). 
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Penelitian ini ben.ujuan untuk (1) mengetahui pola struktur anggaran 

pemerintah Jawa Timur setelah adanya kebijakan undang-undang otonomi daerah 

tentang dana perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah; (2) 

mengidentilikasi perubahan yang mendasar pOOa sistem fiskal di Jawa Timur 

setelah era otonomi daerah; (3) menganalisis pola struktur anggaran pemerintah 

Jawa Timur yang berasal dari dana DAU dan OAK; (4) menganalisis 

pcnnasalahan fiskal yang ditimbulkan setelah diberlakukannya undang-undang 

tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah di propinsi 

Jawa Timur; dan (5) menganalisis proses kemandirian pemerintah propinsi Jawa 

Timur terutama di bidang keuangan dengan OOanya dana perimbangan antara 

pemerintah puSal dan daerah. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif non eksperimental 

eksplanatori. Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data sekunder. 

Lokasi penelitian ditetapkan secara purposive di wilayah pemerintah provinsi 

Jawa Timur. Alasan pemilihan daerah penelitian ini adalah karena provinsi Jawa 

Timur merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang mempunyai tingkat 

pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk terbesar ,diantara provinsi-provinsi 

lain di Indonesia. Sebingga apabila pengaruh kebijakan yang diterapkan baik atau 

buruk, maka akan berdampak cukup signifikan bagi perekonomian nasional secara 

makro. 

Hasi I penelitian ini menyimpulkan bahwa telah terjadi perubahan pola 

struktur anggaran dan sistem fiskal pemerintah Jawa Timur sebelum dan sesudah 

kebijakan UU Otonomi Oaerah tentallg dana perimbangan keuangan antara 

pemerintah pusat dan daerah. Namun dekimikian. tidak terdapat permasalahan 

fiskaJ yang ditimbulkan setelah diberlakukannya UU tentang perimbangan 

keuangan antma pemerintah pusal dan daerah di Jawa Timur. Justru terdapat 

performa yang semakin'bagus dari sisi struktur penerimaan anggaran daerah Jawa 

Timur. yaitu dengan makin besarnya peran PAD menggantikan sumbangan dan 

bantu an pmerintah pusal. Dengan adanya kebijakan tentang dana perimbangan 

antara pemerintah pusat dan daerah dapat menciptakan proses kemandirian 
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pernerintah provinsi Jawa Timur terutama eli bidang keuangan (anggaran 

penerimaan). 

Pemerintah daerah Jawa Timur semakin mempunyai keleluasaan dalam 

penggunaan anggarannya dan semakin sedikit kontrol dari pemerintah pusat 

terhadap penggunaan anggaran daerah. Adanya pelimpahan wewenang di bidang 

anggaran, yaitu sumber dana PAD dan dana perimbangan, maka pemerintah Jawa 

Timur semakin memiIiki kewenangan dalam menggunakan anggarannya untuk 

kepentingan pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunannya Namun 

demikian. besamya anggaran penerimaan yang diperoleh, bmk dari PAD, DAU. 

OAK maupun dari sumber-sumber yang lain hendaknya harus lebih efisien dalam 

penggunaannya. 

k.ctht /Q.Ul C I'; 1);l~ ~ eUOKtt:5.t'; U U oft>J,t C»ti tkuaJ" > 
I~(~ ~OWAAl f>'UUUlHhth 

Dibiayai oleh Dana DIPA Universitas Airlangga 
SK Rektor Nomor : 5633/J03IPP12005 
Kontrak Nomor : 9891J03.2/PQI2005 
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SUMMARY 

ANALYSIS OF DAU AND DAK IS CAUSED BY 
THE IMPLEMENTATION OF LOCAL OTONOMY REGULATION 

ABOUT THE BALANCING FUND FROM CENTRAL GOVERNMENT 
TO LOCAL GOVERNMENT IN EAST JAVA PROVINCE 

Nurullstifadah 

Departement of Economic, Airlangga University, Surabaya 

Local Autonomy regulation, UU No. 22 about Local Government, lIlJ No. 

25 about Balancing Fund from Central Government to Local Government is 

revised by Uti No. 3212004 and llll No. 33/2004. It.~ explained that central 

government gives lis functions, c.'Ustoms, and Q}j'sets authority 10 local government, 

such as province and kabupatenlkota. Hence, government !t'Y.~tems come to be 

decentralize compare with before systems which is deconcentralion and 

coadministration. 

Decentralization is supported by central government to local government, 

which i.~ need to fiscal sources. The sources is funding that come from income 

APBN. The balancing fond is redistribution fund from central government to 

local government.~uch as Dana Alokas; Umum (DAU) and Dana Alokas; Khusus 

(lJAK). 

The purpose of this research is to find out the Influences of budget 

structure change in East .Java local government. This research observed the 

change that is caused by the implementation at new local autonomy regulation in 

East Java Province. 1'his research investigates five issues those are,' (1) the 

structure for East .Java budget; (2) the change of the fiscal system; (3) the budget 

structuture for the DA U and DAK; (4) the fiscal problem i.~ caused by the local 

autonomy policy implementation; and (5) the financial process of the budget is 

replaced by balanCing fond. 
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The type of this research is qualitative non experimental expalawry. The 

data is secondary. Location of research is given by purpossive region in Hast 

Java Province. By the reason of the location is becaused that the East Java 

province is the bigger for thepopulalion, economic growth from the others. 

The research shows that the structure budget and fiscal system is difforent 

.vince East Java have implemented the local autonomy policy implementation. 

Meanwhile, there were not problem for the implication. 

This research presents that the budget structure for the DA lJ usage 

increm'e in East Java government, but Is not receive for lJAK. This situation is 

caused by local autonomy ptJlicy implementation for the balancing fund. 

However, the use of lJA lJ must be effiCient. 

Al!w. this research found that the East Java Province have flexibility using 

for their budget. The controlling from central government is limitation. 

However, the u.ve of incoming budget must be effiCient. 

Key words: APBD (Local Budgel), local autonomy, balancing fund. Dana 

Aloleasi Umum (DA U), Dana Aloleas; Khusus (DAK) 

Funded by DlPA Airlangga University 
Number of SK Rector: 5633/J03IPP12005 
Number of Contract : 989/J03.2/PGI2005 . 
Date : 28 Juli 2005 
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BAD I 

PENDAHULUAN 

1. Latar 8clakang PClmasalahan 

Kctila otonomi dacrah dicanangkan dan mulai diberlakukan pada I 

Januari 200 I, ~anyak kalangan yang meragukan akan tcrjadinya pcrubahwl yang 

mendnsar dnn bcrsirat struktural . Hal ini karena para birokrat dacrah sud uh 

terbiasa menunggu ' pelunjuk ' dan ' tuntunan ' dari pusat. PClllcrinlah ducrah 

sudah terbiasa menggantungkan sumber pcndanaan APBDnya dari pcmcrintuh 

pusal. 

Pcmerinlah dacrah mcmpunyni ketcrgantungnn yang tinggi tcrhad ap 

pcmcrintah pusal lerutama di bidang keuangan. AdlUlya sumber keuangan dacrah 

ynng cukup bcsar yang bcrasnl dan pemerintnh pusal mcnjadi kan pemcrinlah 

daernh kchilangan kclcluasaan bertindak (loca! discretion) unluk mc ngam bil 

kcputusan-kcputusan penling. DemikillIl pula adanya campur tangun pcmcrintah 

pusal yang tinggi lerhadap pcmerintah daerah. 

Undang~Undang Qtonomi Daerah tahun 1999, yai tu UU No.22 tcntnng 

Pcmerintahan Oaerah dan UU No. 25 ten tans Perimbangan Kcuangan Antara 

Pemerintah Pusa! dan Daerah serta revisi UU Olono mi Daerah No. 32 dan UU 

No. 33 tabun 2004 Illcnjclaskan bahwa pClllcrinlah pusal mcnyerahkan rungs i. 

pcrsonil , dan asetnya kcpada pcmcrinlah propinsi, kabupalcn, dan ko ta Schingga 

sis tcm pemerintahan mcnjadi tcrdesentralisasi dibandingknn dengan sistem 

scbclumnya yang Icbih bcrsiral dckonscntrasi dan koadminislrasi . 

Sislcm pcmcrinlahan yang bersirat desentmlisasi Illcngandung banyak 

pcngcrtian. Lccmnns (1970), mcmbodnknn dun macam dcscntral isasi scbagai 

represclllalivc local government dan ficld adminislraliol1 . Maddick ( I ()X3) 

mendefinisikan desentrali sasi sebagai proses dckonscnlrasi dan dC\lol usi. 

Dcvolus i adalah penycrahan kekuasaan unluk mclaksanakan rungs i·rungsi 

Icrtcnlu kcpada pcmerintah dacrah (Kuncoro, 2002 : 3-4). Oi Indonesia, 

descntralisas i tcrrokus pada dacrah tingkat kabupatcn dan kola Scdrulgkan 

I ,. tit 
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dekonsentrasi adaJah pendelegasian wewenang dari pemerintah pusat kepada 

gubemur sebuah propinsi dan atau pejabat pemerintah pusal di propinsi. 

Koadministrasi adaJah pemerintah di tingkallebih alas yang mengarahkan 

bawahannya untuk mengambil a1ih tugas dan fungsi dari pemerintah di tingkal 

yang lebih tinggi. Pemerintah yang lebih alas menentukan tujuan, menyediakan 

biaya, infrastruktur, dan sumber daya manusianya. Sedangkan Pemerintah di 

tingkat yang lebih bawah berkewajiban melaporkan kepada alasannya mengenai 

peJaksanaan tugas atau fungsi yang lelah diberikan (Kuncoro, 2()04 : 21 ). 

Ditinjau dari 5isi administrasi pemerintahan, Undang-Undang Olonomi 

Daerah lelah memindahkan fungsi pemerintah pusal kepada pemerinlah dacrah. 

dengan pengecualian dalam hal pertahanan dan keamanan, kebijakan luar negeri, 

moneler, fiskal. hukum, dan urusan agama. Kekuasaan provinsi. kabupalen dan 

kola meliputi seluruh sektor kewenangan administratif selain kewenangan yang 

lelah dijalankan oleh pemerintah pusat, termasuk pekerjaan publik. kesehatan, 

pendidikan dan kebudayaan, pertanian, transpoitasi, industri dan perdagangan, 

inveslasi, Iingkungan hidup, urusan tanah, koperasi, dan tenaga kerja. 

Pemerintahan daerah di tingkat provinsi memiliki status ganda sebagai 

daerah yang olonom dan sebagai perwakilan pemerintah pusal di daerah. Provinsi 

sebagai daerah olonom memiliki kewenangan unluk mengalur urusan-urusan 

tertenlu. Sedangkan provinsi sebagai perwakilan pemerintah pusat, melaksanakan 

tugas administratif tertentu yang didelegasikan oleh Presiden kepada Gubemur 

unluk mengalur hubungan antara kabupaten dan kota 

Pada era otonomi daerah ini, kabupaten dan kola akan menjadi uJung 

lombak pcmbwlgunan nasional yang bcrada di dacrah. Salah satu lUjUWl 

diberlakukannya kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah adalah menjadikan 

pemerintah lebih dekal dengan rakyatnya sehingga pelayanan pemerintah dapal 

dilakukan dengan lebih efisien dan efektif. Hal ini didasarkan asumsi bahwa 

pemerintah kabupalen dan kola memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai 

kebutuhan dan aspirasi masyarakat di daerah. 

Sebagai dukungan atas pelimpahan tanggung jawab yang diberikan oleh 

pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, maka diperlukan sumber fiskal yang 
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mampu menopang tanggung jawab tersebut. Sumber fiskal tersebut berupa p~ak, 

dana perimbangan, serta pinjaman. Dana perimbangan adalah dana yang 

bersumber dari penerimaan APBN. Dana perimbangan terdiri dari dana bagi 

basil, Dana A10kasi Um~m (DAU), dan Dana A10kasi Khusus (OAK). 

Dana bagi basil dibagi berdasarkan persentase tertentu bagi pemerintah 

pusat dan pemerintah daerah. DAU merupakan block grant yang diberikan 

kepada semua daerah (provinsi a1au kabupaten I kota) untuk tujuan mengisi 

kesenjangan antara kapasitas dan kebutuhan fiskalnya, dan didistribusikan dengan 

formula berdasarkan prinsip-prinsip teitentu yang secara umum mengindikasikan 

bahwa daerah miskin dan terbelakang harus menerima lebih banyak daripada 

daerah kaya (Sidik : 2003; Kuncoro : 2004). Sedangkan DAK ditujukan untuk 

daerah khusus yang terpilih untuk lujuan khusus. Karena itu lokasi yang 

didistribusiknn oleh pemerintah pusat sepenuhnya merupakan wewenang pusat 

untuk tujuan nasional khusus (Kuncoro : 2004). 

Adanya semangal desentralisasi dan munculnya undang-undang otonomi 

daerah, terutama undang-undang tentang dana perimbangan antara pemerint~ 

pusat dan daerah diharapkan akan membawa kemajuan dan kemandirian 

pemerintah daerah. Namun demikian lidak menutup kemungkinan munculnya 

beberapa permasalahan berkaitan dengan pelaksanaannya Unluk ilu maka perlu 

adanya suatu penelitian mendalam tentang pelaksanaan undang-undang otonomi 

daerah khususnya yang berkaitan dengan dana perimbangan keuangan antara 

pemerintah pusat dan daerah, yang berupa dana basi hasil, DAU dan DAK. 

Daerah pengamatan yang diusulkan dalam penelitian ini adalah provinsi 

Jawa Timur. Alasan pemilihan daerah pengamatan ini adalah karena provinsi 

Jawa Timur merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang mempunyai tingkat 

pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk terbesar diantara provinsi-provinsi 

lain di Indonesia. Sehingga apabila pengaruh kebijakan yang diterapkan baik atau 

buruk, maka akan berdampak cukup signifikan bagi perekonomian nasional secara 

makro. 
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1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pola struktur anggaran pemerintah Jawa Timur setelah adanya 

kebijakan undang-undang otonomi daerah tentang dana perimbangan 

keuangan antara pemerintah pusat dan daerah ? 

2. Apakah terjadi perubahan yang mendasar pada sistem fiskal di Jawa Timur 

setelah era olonomi daerah '1 

3. Bagaimana pola struktur anggaran pemerintah Jawa Timur yang berasal dari 

dana OAU dan OAK '1 

4. Apakah ada permasalahan fiskal yang ditimbulkan setelah diberlakukannya 

undang-undang tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan 

daerah di provinsi Jawa Timur ? 

S. Apakah dengan adanya dana perimbangan antara pemerinlah pusal dan daerah 

dapal menciptakan proses kemandirian pemerinlah provinsi Jawa Timur 

terutama di bidang keuangan 't 
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DAD II 

TINJAUAN PUSTAKA 

11.1 Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia 

Sistem penyelenggaraan administrasi pemerintahan daerah di Indonesia 

dilaksanakan dengan dua pendekatan, yaitu dekonsentrasi dan desentralisasi. 

Dekonsentrasi adalah administrasi daerah dan fungsi pemerintahan di daerah yang 

dilaksanakan oleh perangkat pemerintah pusat. Sedangan desentralisasi adalah 

fungsi pemerintahan tertentu dan kekuasaan mengambil keputusan tertentu yang 

dilimpahkan kepada pemerintah daerah yang mencakup lembaga perwakilan yang 

dipilih (Devas, 1989 : 1). Disamping kedua pendekatan tersebut, terdapat 

penyelenggaraan administrasi pemerintahan dengan asas tugas pembantuan yaitu 

penugasan dari pemerintah kepada daerah dan I atau desadari pemerintah provinsi 

kepada kabupaten I kota dan I &tau desa serta dari pemerintah kabupaten I kota 

kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. 

Syafril.al" (1987) membedakan antara dekonsentrasi dan desentralisasi 

berdasar kemampuan sumber pembiayaan suatu daerah. Dikatakan desentralisasi 

apabila sumber pembiayaan berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta 

subsidi pembanJ:,'1lnan dari pemerintah pusat yang diatur dalam Anggaran 

Pendapatan dan 8elanja Daerah (APBD) berkisar sekitar 10%. Sedangkan 

dekonsentrasi apabila sumber pembiayaan yang berasal dari subsidi pembangunan 

dari pemerintah pusat yang diatur dalam APBD berkisar 70%. 

Dalam Undang-Undang No. 32 tabun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

sebagai penyempumaan dari Undang-Undang No. 22 tahun 1999 menyatakan 

b~wa desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah 

kepada daerah otonomi imtuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan 

dalam sistem Negara Kesatuan Republik lndonesia Dekonsentrasi adalah 

pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada Gubemur sebagai 

wakil pemerinlah dan I atau kepada instansi vertikal di wilayah tertenlu. 
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Kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada daerall dalam rangka 

desentralisasi harus disertai dengan penyerallan dan pengalihan pembiayaan, 

saran a, dan prasarana, serta sumber daya. manusia sesuai dengan kewenangan 

yang diserahkan tersebul Kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada 

Gubemur dalam rangka dekonsentrasi harus disertai dengan pembiayaan sesuai 

dengan kewenangan yang dilimpahkan tersebut. 

Sebagai konsekuel)si dari pelimpallan kewenangan dan pembiayaan 

tersebut, maka penyelenggaraan tugas pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerall (DPRD) dibiayai dari dan a1as beban APBD. Sedangkan 

penyelenggaraan tugas pemerintah pusat di daerah dibiayai dari dan alas beban 

APBN. Dengan demikian, salah satu implikasi langsung dari adanya fungsi yang 

diserahkan kepada daerah sesuai dengan UU tentang Pemerintahan Daerah 

tersebut adalah adanya kebutuhan dana yang lebih besar. Adanya kebutuhan dana 

inilah memunginkan timbulnya permasalahan perimbangan keuangan (transfer). 

Penerimaan daerah d~am peJaksanaan desentralisasi terdiri atas 

pendapatan dan pembiayaan daerall. Pendapatan daerall bersumber dari : 

a Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pajak daerah. retribusi daerall. 

perusahaan milik daerah, basil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain 

pendapatan yang sah. 

b. dana perimbangan (PBB. DAU. OAK) 

c. lain-hun pendapatan daerah yang sah 

sedangkan pembiayaan daerah bersumber dari : 

a sisa lebih perhitungan anggaran daerah 

b. penerimaan pinjaman daerah 

c. dana cadangan daerah 

d. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan. 

Posisi OPRD dalam era otonomi daerah adalah terpisah dengan 

pemerintah daerah. DPRD sebagai lembaga l~gislatif mempunyai kewenangan 

untuk meminta laporan pertanggungjawaban dari pemerintah daerah (eksekutif). 

Dengan demikian, kemungkinan berlangsungnya kontrol pelaksanaan otonomi 
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daerah terhadap pemerintah daerah menjadi sangat besar. Otoritas DPRD menjadi 

sangat besar, terutama untuk menolak kepala daerah apabila dipandang gagal. 

Perubahan otoritas ini harus diikuti dengan perubahan barn pada iklim dan kultur . 

politik dikalangan DPRD. Posisi DPRD benar-benar independen dan bukan 

menjadi bagian dari eksekutif. Perlu pemberdayaan di kalangan parlemen daerah 

agar bisa berfungsi menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat. Perlu disadari 

bahwa anggota dewan adalah para pernain barn yang akan berhadapan dengan 

pemain lama Untuk itu, parlemen daerah perlu membuka diri, sehingga akses 

dan dukungan dari masyarakat lebih besar, agar dapaJ. bekerja secara maksimal 

(Lapera : 2000 : 77). 

Salah satu tujuan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah adalah 

untuk menjadikan pemerintah lebih dekat dengan rakyatnya, sehingga pelayanan 

pemerintah dapat dilakukan dengan lebih efisien dan efektif. Hal ini didasarkan 

asumsi bahwa pemerintah daerah memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai 

kebutuhsn dan aspirasi masyarakat daripada pemerintah pusat. Pelaksanaan 

desentralisasi di Indonesia terCokus pada tingkm kabupaten dan kota 

Untuk mengetahui apakah daerah otonom itu mampu mengatur dan 

mengurus rumah tangganya sendiri, maka selain diukur dari kemampuan 

aparatnya dalam melaksanakan tugasnya juga diukur dari kemampuan struktur 

organisasinya dalam menampung semua aktivitas dan tugas yang menjadi beban 

tanggung jawabnya Disamping itu juga tergantung dari kemampuan daerah 

dalam mendorong partisipasi masyarakatnya (Syamsi, 1988 : 199). 

11.2 OtODOmi Daerah Oi Indonesia 

MasaJah otonomi daerah semakin penting untuk mendapatkan perhatian. 

Kebijakan yang lahir di masa transisi ini, memang masih menimbulkan pro 

kontra Perdebatan bukan pada level ide, tempi justru masuk ke level praktis. 

Sejak awal, banyak kaJangan melihat bahwa kebijakan otonomi daerah masih 

menyisakan masalah. Belakangan kekhawatiran tersebut mulai muncul, setelah 

timbul berbagai permasalahan dalam proses pelaksanaann)'a Perubahan 
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kepemimpinan politik juga turut memberikan sumbangan yang besar pada proses 

perubahan yang berlangsung. 

Gagasan otonomi yang dikembangkan dalam kebijakan lama, berangkat 

dari sualu pemahaman yang konvensional dan konservatif alas makna negara 

kesatuan. Dalam hal ini, kesatuan bukan satu dalam perbedaan. atau dalam 

konsep awal : bhineka tunggal ika, melainkan keseragaman. Perbedaan tidak 

dilihat sebagai kekayaan, melainkan ancaman persatuan. Perbedaan bukan 

potensi dan kekuatan, melainkan dipandang sebagai keburukan yang harus 

dibamli. Tarik ulur terjadi, baik antar daerah maupun daerah dengan pusat. 

Gagasan tentang otonomi daerall dalam kebijakan barn, berkembang sejak 

diterbitkannya UU No. 22 tabun 1999 dan disempurnakan menjadi UU No. 32 

tabun 2004. Pengertian Otonomi Daerall tidak hanya menyangkut kewenangan 

daerah, tetapi juga menyangkut hak dan kewajiban daerah. Otonomi Daerah 

adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom unluk mengatur dan 

mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat 

sesuai dengan peraturan perundangan-undangan. 

Undang-Undang Otonomi Daerah yang lama mencerminkan bahwa 

hakekat otonomi daerah adalah lebih merupakan kewajiban daripada hak. Namun 

demikian. Undang-Undang Otonomi Daerah yang baru sudah mulai menangkap 

adanya hale dari masyarakat dan pemerintah di daerah. 

Otonomi daerah (1974) adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah 

untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang 

dari per:nerintah kepada Gubemur sebagai wakil Pemerintah dan / alau perangkal 

pusat di daerah. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh 

pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka NKRI. Tugas Pembantuan 

adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dim desa dan dari daerah ke desa 

untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana, dan 

prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan 

pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskan. 

8 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

LAPORAN PENELITIAN NURUL ISTIFADAH ANALISA DANA ALOKASI...



Sebagai implementasi peJaksanaan undang-undang otonomi daerah yang 

baru (1999 dan 2004), pelaksanaan penyelenggaraan desentralisasi secara lebih 

luas memberi ruang lebih kepada dinas-dinas. Perubahan yang dilakukan UU No 

22 tahun 1999 terhadap UU No.5 tahun 1914 ditandai dengan (Pratikno: 1999. 

2000. Kuncoro: 2004): 

a Istilah tingkatan daerah otonom (Dati I dan Dati II) dihapuskan. Istilah 
Dati I dan Dati II yang dalam UU terdahulu digunakan untuk 
menggambarkan pemerintahan daerah otonom (asas desentralisasi). 
sekarang sudah tidak dipergunakan lagi. Istilah yang dipilih adalah istilah 
yang lebih netral, yaitu provinsi, kabupaten dan kola, untuk menghindari 
citra bahwa tingkatan lebih tinggi (Dati I) secara hirarkhis lebih berkuasa 
daripada tingkatan lebih rendah (Dati II). Hal in; untuk menegaskan 
bahwa semua daerah otonom merupakan badan hukum yang terpisah dan 
sejajar. Daerah otonom provinsi tidak mempunyai hubungan komando 
dengan daerah otonom kabupaten maupun kota. 

b. Istilah pemerintah daerah dalam UU No. 22 tabun 1999 digunakan untuk 
merujuk pada Badan Eksekutif Daerah yang terdiri dari Kepala Daerah dan 
perangkat daerah yang meliputi pula DPRD, dan menempatkan DPRD 
sebagai mitra eksekutir. Perubahan pengertian yang dilakukan UU No. 
2211999 ini membawa implikasi pada keterpisahan secara tegas antara 
badan eksekutif dan legislatif, dan penempatan fungsi kontrol DPRD 
terhadap eksekutif daerah. 

c. Pemerintahan di tingkat provinsi hampir tidak berubah. Gubemur telap 
menjadi wakil pusat dan sekaligus Kepala Daerah, dan Kanwil (instrumen 
Menteri) tetap ada 

d. Namun, pemerintahan kabupaten dan kota telah terbebas dari intervensi 
pusat yang dulu dilakukan melalui perangkapan jabatan Kepala Daerah 
Otonom dan Kepala Wilayah Administratif (wakil pusat). Bupati dan 
Walikota adalah Kepala Daerah Otonom saja Sementara itu jabatan 
Kepala Wilayah pada Kabupaten dan Kota (dulu kotamadya) sudah tidak 
dikenal lagi. Konsekuensinya, Kandep (bawahan Kanwil) tidak dikenal 
lagi, dan instansi tehnis yang ada hanyalah dinas-dinas daerah otonom. 
Bahkan, UU ini juga menempatkan pemerintahan kecamatan sebagai 
kepanjangan Langan pemerintahan daerah otonom kabupatenlKota 
(desentralisasi) dan bukan sebagai aparat PusatIProvinsi (dekonsentrasi). 

Secara keseluruhan, prinsip-prinsip pela.ksanaan otonomi daerah yang 

dijadikan pedoman dalam kebijakan adalah (Lapera, 2000 :10-11) : 
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a. memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, serta potensi dan 
. keaneka-ragaman daerah. 

b. didasarkan pada otonomi luas, nyata, dan bertanggungjawab. 

c. pelaksanaan otonomi daerah yang IUBS dan utuh diletakkan pada daerah 
kabupaten dan kola, sedangkan otonomi daerah propinsi merupakan 
otonomi yang terbatas. 

d. harus sesuai dengan konstitusi negara, sehingga tetap terjamin hubungan 
yang serasi antara pusat dan daerah, serta antar daerah. 

e. harus lebih meningkatkan kemandirian daerah otonom, karenanya dalam 
daerah kabupaten dan kota tidak ada lagi wilayah administrasi. Demikian 
pula di kawasan-kawasan khusus yang dibina oleh pemerintah atau pihak 
lain, seperti badan otorita, kawasan pelabuhan, kawasan perkotaan baru, 
kawasan pariwisata dan semacamnya berlaku ketentuan daerah otonom. 

r. harus lebih meningkatkan peranan dan fungsi badan legislatif daerah, baik 
sebagai rungsi legislasi, rungsi pengawasan maupun fungsi anggaran atas 
penyelenggaraan pemerintahan daerah. 

g. asas dekonsentrasi diletakkan pada daerah provinsi dalam kedudukannya 
sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan kewenangan 
pemerintahan tertentu yang dilimpahkan kepada gubemur sebagai wakil 
pemerintah. 

h. asas tugas pembantuan dimungkinkan tidak hanya dari pemerintah kepada 
daerah, tetapi juga dari pemerintah dan daerah kepada desa yang disertai 
dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia 
dengan kewajiban melapor pelaksanaan an mempertanggungja~kan 
kepada yang menugaskan. 

Pada pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah menyerahkan fungsi. 

personil, dan aset dari pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi, kabupaten I 

kola. Pelaksanaan otonomi daerah ini difokuskan pada tingkat kabupaten dan 

kota. Provinsi memiliki status ganda sebagai daerah yang otooom dan sebagai 

perwakilan pemerintah pusat di daerah. SehiJ}gga para bupati dan walikota harus 

mulai berusaha untuk memaksimalkan otonomi daerah dalam rangka 

meningkatkan layanan pada masyarakat. 
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Kekuasaan kabupaten I kota meliputi seluruh sektor kewenangan 

administratif selain kewenangan yang telah dijalankan oleh pemerinlah pusat dan 

provinsi, termasuk pekerjaan publik, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, 

pertanian, transportasi, industri dan perdagangan, investasi, lingkungan hidup, 

urusan tanah., koperssi, dan tenaga kerja. 

Kewenangan pemerintah pusat mencakup kewenangan di bidang polilik 

luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiscal nssional, hukum, 

aga.ma. seTta kewenangan bidang lain. Kewenangan bidang lain meliputi : 

a. kebijakan perencanaan nasional 

b. pengendalian pembangunan nssional secara makro 

c. dana perimbangan keuangan 

d. sistem administrasi negara 

e. ·pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia 

f. pendayagunaan sumber daya alarn seTta teknologi tinggi yang strategis 

g. konservasi dan standardisasi nssional 

IJ.3 Hubungan Fiskal Pemerintah Pusat dan Daerah 

Undang-Undang yang pertama mengatur bubungan fiskal (keuangan) 

antara pusat dan daerah adalah UU No. 32 tahun 1956. Undang-Undang ini 

menetapkan sumber-sumber keuangan daerah sebagai berikut (Kristiadi, 1991; 

Kuncoro, 2004 : 7) : 

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) : 
Sumber PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah dan basil perusahaan 
daerah. . Adapun pajak pusat yang diserahkan kepada daerah menjadi pajak 
daerah meliputi pajak verponding, pajak verponding Indonesia, pajak rumah 
tangga, . pajak kendaraan bermotor, pajak jalan, pajak potong hewan, pajak 
kopra, dan pajak pembangunan 1. 

2. Sebagian dari hasil pemungutan pajak negara tertentu, bea masuk, bea keluar 
dan cukai diserahkan kepada daerah. Pajak negars ierteDiu adaJah pajak 
peralihan, pajak upah, pajak materai, pajak kekayaan, dan pajak perseroan. 

3. Ganjaran, subsidi dan bantuan diberikB:D kepada daerah dalam hal-haltertentu. 
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Dalam perkcmbangannya, berpijak pada liga asas desenlralisas i, 

dekonsentrasi , dan lugas pcmbanluan, pengaturan hubungan keuangan antara 

pemerintnh puSal dan dacrah didasarkan atas 4 prinsip (Kuncoro, 2004 : 7) : 

I . urusan yrul£ IllCrupnkrul lugus pemerintah puSal di daerah dalam rrulgka 
dekonsentras i dibiayai dan dan alas beban APBN. 

2. urusan yang mcrupakan tugas pemerinlnh daernh sendiri dalam rnll£ka 
desentralisasi dib iayai dan dan alas bcban APBD. 

3. UrtiSrul yang mcrupakrul lugas pemerinlah pusat alau pemerintall dacrah 
lin£kat ata<; nya., yang dilaksanakan daJam rangka tugas pembanluan, dibiayai 
olch pcmcrintah pusat atae; beban APBN ainu oleh pcmcrintah dacrah tingkut 
alasnya alas bcban APBD-nya scbagai pihak yang menugaskan. 

4 . sepanjang potcnsi sumbcr-sumbcr keuangan daerah bclurll I11ctlcukupi. 
pemcrin lnh pusal mcmbcriknn scjumlah sumbangan. 

Sumber drum pcmbangunan dacrah pada umumnya berasal dari PAD. 

pemerintahnn yang Icbih tinggi, pinjaman. dan swadaya masyarakal (Dircktur 

Dana Invcstasi, 1')1)1 : 2). Undrulg-Undrulg Otonomi Dacrall lahun 19t)t) 

menycbutkon bahwa sumber pendapatan daerah berasal duri I' AD, dana 

perimbwl£an, pinjaman, dan la in-lain pendapalan yan£ sah. Unluk mcndorong 

pemberdayann dacrah, pemcrintah pusal memberi insentif fi skal dan nonfi skal 

tertentu. 

Hu bungan fiskaJ antura pcmerinlah pusal dan dacrah dapal digwmkan 

sebagai tolok ukur lingginya kontrol pCl11crintah pusal terhadap proses 

pembangunan daerah. Hal ini dapal di lihat dan besamya proporsi PAD terhadap 

APB D dacruh. Indilalor dcsclllralisas i fiskal adalah rasio anlara PAD dengan tolal 

pcndapalan dacrah. Sumbcr PAD yang merupakan sumber kcuangan dacrah 

digali dari dalnm wilayall dncrah yang bersangkutan yang terdi ri dnri hus il pajak 

dacrah, relribusi daerah, pengclolaan kckayaan daerah yang dipisahkan dan 

pcndapatwl loin yang sah. 
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I 
I 

I Dckoncntrusi 

I 
I BcbanAPI1N 

I 

I 

lIubungan Fungsi Pusat l>aerah I 

I 

I 

I 

I 

Dc.:scntralisasi I 
BcbanAPBD I 

J lubUDglUl Kcuangan 
l»usal J)aerah 

I 

I 

Tugas Pcmbantuan 

I 

I1eban Pcmcrintah yang 
Mcnugaskan 

I 

I 
PAD: Pajak Du,:ruh, 
Rclribulli Dacruh, 
Ilail BUM!). dlJ. 
P"'ru:rimuun YIUl~ IIIlh 

Dana Bgi Ilasil : pnn, 
PPIlO, BPIJA'm, 
PKB &. BBN-KII. Bagi 
Ilusil SDA 

Dana AJokasi 
Umum 
Dana Aloka.'ii 
Khusus 

Pinjnman Dacrah : 
LN &. DN JlUlgka 
Pcndck &. Panjang 

Swnbcr : Kuncoro. 2004 : K 

Gambar 1 

Kerangka Hubungan Pusat - Daerah 

Salah satu sumber fiskal daerah adalah pajak. Pajak dapat berupa pajak 

pusat dan pajak daerah, Menurut UU No. 25/1999 pemerintah daerah harus 

memiliki kekuatan untuk menarik pungutan dan pajak, dan pemerintah harus 

mentransfer sebagian pendapatan dan &tau membagi sebagian pendapatan 

pajaknya dengan pemerintah daerah. 

Sumber pajak utama pemerintah propinsi berasal dari pajak kendaraan 

bermotor dan pajak balik nama kendaraarf &ermotot. yang dapat dipandang 
• • • # 

sebagai variasi pajak kekayaan dan properti. Sedangkah jews ~Iij$ daersh yang , ; .. . ~ 
dapat diusahakan oleh pemerintah kabupaten dab kola terbatas pad!1 tujUh jenis 

. ,'" ., 
pajak. seperti pajak hotel dan restoran, pajak )klah, pajak atas bahMl bangunan. 

• i ~ , .. ' • 

pajak penggunaan air. pajak hiburan, pajak 1MB, 'dan retrihusi lait\~.~~n. 
" 

Dana perimbangan adalah dana yang bersuinb'e'r dart ''peneritbaan APBN~ 

yang dialokasikan kepada daerah untuk membiaya'i 'kebU'tliban -daerah dalam 
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rangka pelaksanaan desentralisasi. Menurut UU No. 25/1999 pasal 6, dana 

perimbangan terdiri dari : 

a. Dana Bagi Hasil 

yaitu bagian daerah dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Bea Perolehan 

Hak mas Tanah dan Bangunan (BPHTB), PPh orang pribadi I dan 

penerimaan bukan pqjak (swnber daya lama)2, Dana bagi hasil dibagi 

berdasarkan persentase terientu bagi pemerintah pusat maupun pemerintah 

daerah dalam proporsi yang bervariasi. Persentase bagi basil khusus 

diterapkan un~uk dua provinsi, yaitu Aceh (NAD) dan Papua 

b. Dana Alokasi Umwn (DAU) 

yaitu provisi berupa transfer antara pemerintah dari pusat. ke kabupaten 

dan kota Dana ini menghapus Subsidi Daerah Otonom dan dana Inpres 

yang diterapkan sebelumnya DAU merupakan block grant yang 

diberikan kepada semua daerah untuk tujuan mengisi kesenjangan antara 

kapa.-;ilas dan kebutuhan .fislk daerah, dan didistribusikan dengan formula 

berdasarkan prinsip-prinsip 'erientu yang secara umum mengindikasikan 

bahwa daerah miskin dan terbelakang harus menerima lebih banyak 

daripada daerah kaya Pemerintah pusat berkewajiban menyalurkan 

paling sedikit 25% dari penerimaan dalam negerinya dalam bentuk DAU. 

c. Dana Alokasi Khusus (OAK) 

OAK ditujukan untuk daerah khusus yang terpilih untuk tujuan khusus. 

Karena itu lokasi yang didistribusikan oleh pemerintah pusat sepenuhnya 

merupakan wewenang pusat untuk tujuan nasional khusus. Kebutuhan 

khusus dalam OAK meliputi : (1) kebutuhan sarana dan prasarana fisik di 

daerah terpencil yang tidak mempunyai akses yang memadai ke daerah 

1 UlJ No.7/2000 menggarisknn bahwa 20% pcndapatan dwi pajak pengahsilan pribadi dibagi 
dengan pcmcrintah dacrah. dCngan pcroondingan 40 : 60 antam pemerintah provinsi dan 
pcmcrintah kabupatn dan kola. 

1 Pcncrinuum Bubn Pajak (SJ)A) mclipuli : 
1. sektor kchutanun 
2. scklor pcrtamoongan umum 
3. sektor minyak bumi dan gas warn 
4. soktor pcrikanan 
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lain; (2) kebutuhan sarana dan prasarana flSik di daerah yang menampung 

transmigrasi; (3) kebutuhan prasarana dan sarana flSik yang terletak di 

daerah pesisirlkepulauan dan tidak mempunyai prasarana dan sarana yang 

memadai; (4) kebutuhan prasarana dan sarana fisik di daerah guna 

mengatasi dampak kerusakan Iingkungan. 

Menurut UU No. 22/1999, pemerintah daerah diberikan kewenangan 

untuk mencari pinjaman baik domestik maupun dari luar negeri, dan dari institusi 

keuangan publik termasuk institusi keuangan multilateral dan agen pemberi 

bantuan dan pemerintah pusat seperti juga dari institusi keuangan swasts. 

Pinjaman intemasional harus melalui pemerintah pusat. Ketentuan penting dalam 

peraturan pemerintab adalah kewenangan Menteri Keuangan untuk mengawasi 

pinjam~ daerah untuk tujuan kebijakan ekonomi makro. 

Peraturan pemerintah No 07 12000 memungkinkan pemerintah pusat untuk 

melarang pinjaman daerah apabila syarat-syarat umum tidak terpenuhi. 

Keputusan Menteri yang pertama kali digunakan pada tabun 2001 dan diperbarui 

tiap tabun juga meJarang pinjaman daerah kecuali lewat pemerintah pusat. Lebih 

lanjut UU No 1712003 tentang keuangan Negara menambahkan persyaratan untuk 

melakukan pinjaman daerah yaitu membatasi defisit APBD maksimal 3 persen 

dari PDRB, dan hutang daerah maksimal 60% dari PDRB. 

U.4 Dana Alokasi Umum (DAU) 

Dana Alokasi Umum merupakan dana seluruh a10kasi umum untuk daerah 

provinsi d~ daerah kabupaten 1 kola. Dana Alokasi Umum adalah dana yang 

berasal dari APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan 

keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka 

pelaksanaan desentralisasi (Yani, 2004 : 41). 

DAU diberikan dalam rangka unluk mengurangi ketimpangan horizontal 

dalam kebutuhan pembiayaan dan penguasaan pajak antara pusat dan daerah. 

Dengan adanya DAU ini memberikan kepastian bagi daerah dalam memperoleh 

sumber-sumber pembiayaan untuk membiayai kebutuhan pengeluaran yang 
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menjadi tanggung jawabnya Penggunaan DAU ini ditetapkan sepenuhnya oleh 

daerah. 

DAU untuk daerah provinsi dan kabupaten I kota ditetapkan masing­

masing 10% dan 90% dari DAU yang ditetapkan dalam APBN. DAU untuk 

suatu daerah provinsi tertentu ditetapkan berdasarkan perkalian jUmlah DA U 

untuk seluruh daerah provinsi yang ditetapkan dalam APBN, dengan porsi daerah 

provinsi yang bersangkutan. Porsi daerah provinsi ini merupakan proporsi bobot 

daerah propinsi yang bersangkutan terhadap jumlah bobot semua daerah provinsi 

di seluruh Indonesia Rumus DAU untuk provinsi adalah : 

[
Jumlah Dana Alokasi ] 
Untuk Daerah provinsi x 

(Bobot daerah provinsi ybs) 

(Jumlah bobot dari seluruh provinsi) 

DAU untuk suatu daerah kabupaten I kota tertentu ditetapkan berdasarkan 

perkalian jumlah DAU untuk seluruh daerah kabupaten I kota yang ditetapkan 

dalam APBN dengan porsi daerah kabupaten I kota yang bersangkutan. Porsi 

daerah kabupaten I kota ini merupakan proporsi bobot daerah kabupaten I kota 

yang bersangkutan terhadap jumlah bobot semua daerah kabupaten I kota di 

seluruh Indonesia Rumus DAU untuk kabupaten I kota adalah : 

[
JUmiah Dana A10kasi ] 
Untuk Daerah kablkota x 

(Bobot daerah kab/kota ybs) 

(Jumlah bobot dari seluruh kablkota) 

Untuk menghitung bobot daerah ditetapkan berdasarkan kebutuhan 

wilayah otonomi daerah yang juga disebut kebutuhan f1skal daerah dan potensi 

ekonomi daerah yang juga disebut kapasitas fiskal daerah. Berdasarkan konsep 

ini. distribusi DAU kepada daerah-daerah yang memiliki kemampuan relatif 

besar akan lebih keeil dan sebaliknya daerah-daerah yang mempunyai 

kemampuan keuangan relatirkeeil akan memperoleh DAU yang relatifbesar. 

Semula dalam PP Nomor 104 tabun 2000 tentang Dana Perimbangan, 

kebutuhan wilayah otonorni daerah dihitung berdasarkan perkalian antara 
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pengeluaran daerah rata-rata dengan penjumlahan dari indeks penduduk, indeks 

luas daerah, indeks harga bangunan dan indeks kemiskinan relatif setelah dibagi 

empal Namun dalam PP Nomor 84 tabun 2001 tentang perubahan Atas PP 

Nomor 104 tabun 2000. ketentuan ini diubah menjadi kebuluhan wilayah 

otonomi daerah merupakan perkaJian dari total pengeluaran rata-rata dengan 

penjumlahan dari indeks penduduk, indeks luas daerah, indeks kemiskinan 

relatif. dan indeks kemahalan harga setelah dikalikan dengan bobot masing­

masing indeks. Kebutuhan nskal (KbF) daerah tersebut diformulssikan sebagai 

berikut (Kuncoro, 2004 : 32): 

KbF = TPR (aiIP + a21W + aalKR + Cl4IH) 

dimana: 

TPR = Total pengeluaran rata-rata dalam APSD 

IP = Indeks Variabel penduduk 

IW = Indeks Variabelluas wilayah 

IKR = Indeks variabel kemiskinan relatif 

IH = Indeks variabel harga 

a = Sobot variable 

Sobot ai, a2, «3. Cl4, ditentukan dengan menggunakan pertimbangan proporsional 

dan uji statitik sederhana. Bobot masing-masing variabel yang terpilih : al = 0,4; 

a2 = 0,1; a3 = 0.1; Cl4 = 0,4. 

Variabel penenlu kebuluhan fiskal meliputi : 

Jumlah penduduk daerall i 
Indeks Penduduk (IP)i = 

Rata-rata jumlah penduduk secara nasional 

Luas wilayah i 
Indeks Luas Wilayah (IW)i = --------------------------------­

Rata-rata luas wilayah secara nssional 
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Indeks Kemiskinan relatif (lKR) = 

Penduduk miskin daerah ke i 
a Head Count Index Daerah ke i 

Jumlah penduduk daerah ke i 

Poverty gap daerah ke i 
b. Income Gap Daerah ke I 

Head count index daerah ke i 

Income gap daerah ke i 
c. lKR 

Rata-rata income gap seluruh Indonesia 

Indeks kemahalan konstruksi daerah i 
Indeks Harga (IH)j := -----------------------------------

Rata-rata indeks kemahalan konstruki daerah ser nasional 

Kapasitas fiskal (KpF) ditentukan dari formula: 

KpF = PAD + Bagi HasH (PBB + BPHTB + PPh + SDA) 

dimana: 

pAD 
PBB 

BPHTB 

PPh 

SDA 

= Pendapatan Asli Daerah Estimasi 

= Pajak Burni dan Bangunan 

= Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 

= Pajak Penghasilan Orang Pribadi dan Pasal 21 

= Sumber Daya Alam 

PAD estimasi dari faktor PDRB sektor industri jasa diperoleh dengan rumus : 

PAD = 80 + atPDRBjua 

Kesenjangan antara kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal ini disebut 

sebagai kesenjangan fiskal atau Celah Fiskal (Fiscal Gap). DAU diberikan alas 

dasar kesenjangan 6skal ini. HasH perhitungan DAU untuk masing-masing 

daerah ditetapkan dengan keputusan presiden berdasarkan usulan dewan 

pertimbangan otonomi daerah. Ukulan dewan pertimbangan otonorni daerah 
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dilakukan setelah mempertimbangkan faktor penyeimbang. Faktor penyeimbang 

adalah suatu mekanisme untuk menghindari kemungkinan penurunan kemampuan 

daerah dalam pembiayaan beban pengeluaran yang akan menjadi tanggung jawab 

daerah. Faktor penyeimbang ini didasarkan alas alokasi minimum kepada daerah 

yang diperhitungkan dalam bentuk lumpsum dan berdasarkan proporsi beban 

belanja pegawai tahun anggaran 2001. 

A10kasi DAU untuk masing-masing provinsi dan kabupaten ditetapkan 

dalam Dafiar Alokasi Dana Alokasi Umum (DA-DAU) sebagai dokumen 

anggaran yang disamakan dengan Dafiar Isian proyek (DIP) I Dafiar Isian 

Kegiatan (DlK). Penghitungan DAU berdasarkan rumus di atas dilakukan oleh 

sekretariat bidang perimbangan keuangan pusat dan daerah. Sekretariat hidang 

perimbangan keuangan pusat dan daerah jUbta menyusun dan atau menjaga 

kcmutakhiran data yang merupakan variabel dalam rumus tersebut. 

Tabell 

Perbandingan Perhitungan DA U Tahun Anggaran 2003 dengan 2002 

Uraian DAU Tahun 2003 DAU Tahun 2002 

Komponen DAU AM+KF AM+KF 

Formula KF PP No 84 Tahun 2001 PP No 84 Tahun 2(0) 

A10kasi Minimum Lumpsum + a Gaji Lumpsum + a Gaji 

Komposisi AM dan KF Provinsi Provinsi 

• 10% Lumpsum • 20% Lumpsum 

• 30%aGaji • 30%aGaji 

• 60%KF • 50%KF 

Kabupaten!K.ota KabupatenlKota 

• 5% Lumpsum • 10% Lumpsum 

• 45%aGaji • 50%aGaji 

• 50%KF • 40%KF 

. . 
Swnbcr : Sidik. 2003; KWlcoro, 2004 : 33 . 
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Komposisi Alokasi Minimum (AM) dan Kesenjangan Fiskal (KF) dari 

total DAU adalah : 

Alokasi Minimum] : 

I. propinsi: 10% lumpsum + 30% proporsional belanja pegawai 

2. kabupaten 1 kota :5% lumpsum + 45% proporsional belanja pegawai. 

Kesenjangan Fiskal : 

1. propinsi : 60% 

2. kabupaten 1 kota : 50% 

Berdasarkan pasal 7 ayat (I) UU No. 25/1999, plafon DAU ditetapkan 

sekurang-kurangnya 25% dari penerimaan dalam negeri dalam APBN. Dalam 

praktek dirinci menjadi : 

1. dibagi anwa provinsi dan kabupa1en 1 kola, dengan rasio 10% provinsi dan 

90% kabupalen 1 kola (Pasal 7 ayal (2) UU No. 25/1999). 

2. daJam implementasinya, plmon DAU untuk provinsi (10%) lebih keeil dari 

kebutuhan DAU-nya Kenyataannya, plaron DAU tabun anggaran 2002 

provinsi (JO%) sebesar Rp 6.911,41 Milliar temyata lebih keeil dibandingkan 
I 

DAU provinsi tahun anggaran 200t ditambah Dana Konlijensi yang mencapai 

Rp 7.465,46 Milliar. 

Untuk mengkompensasi kekurangan, ditambahkan dana melalui dana 

penyeimbang. Dengan asumsi bahwa terdapat tambahan dana untuk DAU 

melalui dana penyeimbang, sebenarnya kebutuhan plafon DAU lebih besar dari 

25% penerimaan dalam negeri nelto dalam APBN. 

3 TCljadi pcnunman porsi AM taboo angguran 2003 dibandingkan taboo angguran 2002 scbesar 
10%. dimana AM provinsi dari 50% menjadi 40% dan AM Kabupaten I Kola dari 60% menjadi 
50%. 
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+m>A] 
KEllU'nJlJAN I'ISKAI. ~ 

[_Rulio+_~""IK x ~~+I"""'I:"!,+Miskin 

KHSENJANGAN ft'ISKAL 
Kebutuhan [t'iskal- Kapasitas l"iskal 

BOBOT DAU LOKAL 
Kebuilibag DAU Daerah 
Total Kebutuhan DAU 

, , 
PIWVINSI KABUPA'I1~N/KOTA 

10% x 25% x Pcm:rimaan Nasional x Bobot 10% x 25% x PenerillllUlD Nasiowal x Hobol 

Swnbcr : Bmdjemcgom &. Pakpahan, 2003; Kunooro, 2CXl4 : 34. 

Gambar2 

Proses Fonnulasi DAU 

11.5 Dana Alokasi Kbusus (OAK) 

Dana Alokasi Khusus adalah dana yang berasal dari APBN yang 

dialokasikan kepada daerah khusus yang terpilih untuk tujuan khusus. 

Pengalokasian DAK. ditentukan dengan memperhatikan tersedianya dana dalam 

APBN. Karena itu, alokasi yang didistribusikan oteh pemerintah pusat 

sepenuhnya merupakan wewenang pusat untuk tujuan nasional khusus. 

Kegiatan DAK berdasarkan PP 104 I 2000 digunakan khusus untuk 

membiayai investasi pengadaan dan atau peningkatan prasarana dan sarana fisik 
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dengan umur ekonomis ~ang panjang. Dalam kead88ll tertentu DAK dapat 

membantu biaya pengoperasian dan pemeliharaan prasarana dan sarana tertentu 

untuk periode terbatas tidak meJebihi 3 tah\Ul. 

Undang-Undang No 25 tal1Un 1999 pasal 8 menggariskan bahwa. 

kebutuhan khusus yang dapat dibiayai dengan DAK antara lain kebutuhan yang 

tidak dapat diperkirakan secara umum dengan menggunakan rumus DAU. dan 

atau kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional. Yang 

dimaksud del18an kebutuhan khusus adalah (yarli, 2004 : 126-127): 

1. kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan dengan menggunakan rumus alokasi 
umum. Yang dimaksud disini adalah kebutuban yang bersifat khusus yang 
tidak sarna dengan kebutuhan daerab lain, misalnya kebutuhan di kawasan 
transmigrasi, dan beberapa jenis kebutuhan investasi I prasarana baru, 
pembangunan jalan di kawasan terpencil, saluran irigasi primer, dan saIuran 
drainase primer. 

2. kebutuhan yang merupakan' komi1men atau prioritas nasional. Termasuk 
antara lain proyek yang dibiayai donor, pembiayaan reboisasi daerah dan 
proyek-proyek kemanusiaan untuk mellienuhi kebutuhan dasar manusia. 

Kebutuhan khusus OAK menurut Kuncoro meliputi (2004 : 34 - 35) : 

1. kebutuhan prasarana dan sarana fisik di daerah terpencil yang tidak 
mempunyai akses yang memadai ke daerah Jain; 

2. kebutuhan prasarana dan sarana fisik di daerah yang menampung 
transmigrasi; 

3. kebutuhan prasarana dan sarana fisik yang terletak di daerah pesisir I 
kepulauan dan tidak mempunyai prasarana dan sarana yang memadai; 

4. kebutuhan prasarana dan sarana fisik di daerah guna mengatasi dampak 
kerusakan Iingkungan. 

Dana OAK berasal dari APBN. Bmpat puluh persen dana OAK dari 

penerimaan negara berasal dari Dana Reboisasi. OAK diberikan kepada daerah 

tertentu berdasarkan usulan daerah dengan penyediaan Dana Pendamping 10% 

yang berasal dari penerimaan umum APBO. Ketentuan ini tidak berlaku untuk 

pembiayaan kegiatan reboisasi yang berasal dari dana reboisasi. 
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Mengingat masih belum tersedianya OAK non-reboisasi pada tabun 

anggaran 2001, maka OAK tabun 2001 hanya diperuntukkan untuk dana reboisasi 

yang diprioritaskan membiayai kegiatan reboisasi dan penghijauan. Untuk APBN 

tabun anggaran 2001- OAK hanya dialokasikan untuk dana reboisasi (OAK-DR) 

yaitu dengan Jumlab Rp 700,6 milliar. OAK-OR tersebut dialokasikan untuk 21 

provinsi penghasil. Pengalokasian kepada kabupaten / kota ditetapkan oleh 

provinsi (gubemur) di dalam wilayahnya selaku koordinator. 

oalam APBN tabun anggaran 2002, OAK yang dianggarkan masih seperti 

tabun 2001, yaitu hanya untuk OAK-DR. Besarnya OAK-OR untuk tabun 

anggaran 2002 yang telah disetujui oleh oPR sebesar Rp 817,3 milliar. APBN 

tabun anggaran 2003 dianggarkan Rp 2.616,6 milliar yang terdiri dari OAK-DR 

sebesar Rp 347,6 milliar dan OAK non OR sebesar Rp 2.269 milliar (Kuncoro, 

2004: 35). 

Persyaratan untuk memperoleh OAK adalab sebagai berikut (Kuncoro. 

2004 : 35) : 

1. daerah perlu membuktikan bahwa daerah kurang mampu membiayai seluruh 
pengeluaran usulan kegiatan tersebut dari PAD, Bagi Hasil Pajak dan SOA. 
OAU, Pinjaman Oaerah, dan lain-lain penerimaan yang sab. 

2. daerah menyediakan dana pendamping sekurang-kurangnya 10% dari kegiatan 
yang diajukan (dikecualikan untuk DAK dari Dana Reboisasi) 

3. kegiatan tersebut memenuhi kriteria teknis sektor / kegiatan yang ditetapkan 
oJeh Menteri Teknis / Instansi terkait. 

Sektor kegiatan yang tidak dapat dibiayai dari OAK adalah biaya 

administrasi, biaya penyiapan proyek fisiko biaya peneJitian, biaya peJatihan. 

biaya perjalanan pegawai daerab dan lain biaya umum sejenis. Prioritas 

pemanfaatan OAK memperhatikan kriteria umum, khusus. dan teknis 

sebagaimana dirangkum dalarn Tabel 2 berikut : 
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Tabel2 

Kriteria Peng!,'UlUUUl Dana DAK 

Krilcri8 Pcnjclasan 

Umum I. dipriorilaskan unluk dacrah-dacrab yang mcmiliki kcmampuan fiskal rcndah alau 
di buWUh 11I1a-riIUL 

2. perhitungan kemampuan fiskal d8erah didasarkan pads Indcks dari se1isih 
rc:aJisasi pcncrimaan dacrah tidak tmmasuk sisa anggaran Icbih dcngon bclanjll 

JlCgllwai ncgcri sipil daerah (fiskal nctto) pada APHD taboo onggaron 2001. 
Khusus P<..'tlgaJokllSian DAK diprioritaskan ootuk daerah-dacrah : 

I. dacrah-dncrah ill wiJayah provinsi Papua 
2. ducrllb-daerah di wilayah provinsi NAD 
3. dacruh-dacruh pcmckaran lahoo2(0) scbanyak 12 kabupalcn/kola 
4. duc.:mh-datlrah pcmck8J'llJllahUD 2002 scbanyak 22 kabuplllcn/kola 
5. ducrah-dacruh induk lahUD 2002 sebanyak 18 kabupalcn/kola unluk bidang 

infmlllrukur 
6. dU<"'mh-dllcrah kclahanan pangan untuk bidang infra.'i1ruktur 

Tcknis I. krite,lria lcbnis kcgialaD OAK untuk bidang pcndidikan dilclupkon olch Mt:nteri 
I\:ndidiknn Na.';ooal. bidang kcschatan ditcta.pkan olch Mcntcri KcschalaD. 
hi dung infrllSlruktur jalan dan irigasi ditetapkan olch Mcntcri Pcmukinum dun 
Pl'lIlWana Wilayah dan bidang prasarana pcmcrintahan oleh Menlcri ))alam 
Ncgcri bcrsama dcngan Mcntcri Pemukiman dan Prasarana Wilayuh. 

2. krilcria lcimis illtetapkan olch masing-masing mcntcri yang bcrsangkulan selcluh 
~ ... konsullasi dCllgan DPOD. 

3. kritcria tchnis kegiatan bidang pe:ndidikan dengan mcmpertimbangkan : 
a. Indeks Kcrusakan Banwmnn SO I MI 
b. Indcks Kcmabalan Konstruksi (IKK) 

4. krilt.'Iia lchnis kcgiatan bidang kescbatan dcngan mcmpcrtimbongkan : 
II. (Iuman l)ovcrty Index (Indeks kemiskinan masyarakal yang Icrdiri dan 

pt.'I'Scnlasc pcnduduk dcngan .angka barapan bidup sampai dcngan 40 lahun. 
pt.'I'Scnlasc pcnduduk lanpa jangbuan air bcrsih. pcrscnlasc pcnduduk lonpa 
jungkauan fasilitas kcschatan. danperscnlasc balita dcngan gi:t.i buruk) 

h. Indeks jumlah Puskcsmas. Puskesmas Kcliling, dan PuskcsmllS P<..'tll banlu 
c. Indeks Kelahanan Konstruksi 

5. krilcrill lehnis kcgialaD bidang in1iasIruktur mcliputi : 
a. krilcria leknis UDtuk prasanmajalan 
h. kritcrill lcknis untuk pmsaran8 irigasi 

6. krilt .. riu tchnis unluk prasarana jalan d<"'1lgan mcmpcrtimbangkun bidang 
infrllSlruklur mliputi : 
II. kondi1li munUsp jaJan provinsi. kabupatt:n I k(lta 
b. pelayanan jalan tcrhadap wilayah 
c. bobol bcbun lulu linlas 
d. Indck.'! Kcmahalan Kontruksi 

7. krik.'fia tchnis unluk prllS8faDa irigasi dcngan mcmpcrtimbangkan : 
II. ralu·nllll produksi padi sawah (toulba) 
b. kcrapalan dacmh irigasi lcrhadap wilayah (km2Iha) 
c. kondisi prusaruna irigasi 
d. Indek.'! KcmuhaJan Koll.'1lJUksi 

8. kritcria tchnis kcgialaD bidang prasarana pcmcrinlahan d<"'1lgDn 
mcmpcrtimbangkan kcbutuhan minimum prasarana dan SI1I'lIrUI fisik unluk 
mcndukung kcgialon aparatur pcmcrintah dacrah pcIDckaran . 

---_._- ---------~-------------.--.- .. --. - .-_ ... _-- -_. 
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BABIII 

TUJVAN DAN MANFAAT ~ENELITIAN 

111.1 Tujuan Penelitian 

I. Mengetahui pola struktur anggaran pemerintah daerah Jawa Timur setelah 

adanya kebijakan undang-undang otonomi daerah tentang dana perimbangan 

keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. 

2. Mengidentifikasi perubahan yang mendasar pada sistem liskal di Jawa Timur 

setelah era otonomi daerah. 

3. Menganalisis pola struktur anggaran pemerintah Jawa Timur yang berasal dari 

dana OAU dan OAK. 

4. Menganalisis pemiasalahan liskal yang ditimbulkan setelah diberlakukannya 

undang-undang tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan 

daerah di propinsi Jawa Timur. 

5. Menganalisis proses kemandirian pemerintah propinsi Jawa Timur terutama di 

bidang keuangan dengan adanya dana perimbangan antara pemerintah pusat 

dan daerah. 

111.2. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi : 

1. Pemerintah, sebagai masukan analisis perencanaan fiskal regional bagi daerah 

Jawa Timur tentang pelaksanaan otonomi daerah bidang keungan, khususnya 

untuk alokasi dana perimbangan antara pemerintah pusat dan daerah. 

2. Penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan ekonomi regionl (keuangan 

daerah), khususnya di wilayah Jawa Timur. 

3. Pengembangan ilmu ekonomi keuangan regional dan desentralisasi keuangan 

daerah. 
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BABIV 

METODE PENELITIAN 

IV. I Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif non eksperimental 

eksplanatori. Penelitian kualitatif lebih menghendaki arab bimbingan penyusunan 

teori substantif yang berasal dari data (Moleong, 2000; 6). 

Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi perubahan yang mendasar 

pada sistem fiskal anggaran pemerintah Jawa Timur serta pol a struktur anggaran 

pemerintah daerah Jawa Timur setelab adanya kebijakan undang-undang 

perimbangan antMa keuangan pusat dan daerah. Penelitian ini juga menganalisis 

adanya kemungkinan. terdapat permasalahan liskal yang muncul setelah 

diberlakukannya undang-undang tentang perimbangan antara pemerintah pusat 

dan dacrnh. 

IV.2 Dermisi Konseptuai 

Beberapa definisi konsep yang terkandung dalam penelitian ini adalah : 

1. DAU adalah provisi bempa transfer dana dari pemerintah pusat ke pemerintah 

daerah Jawa Timur yang diberikan dengan formula berdasarkan prinsip­

prinsip tertentu. 

2. OAK. adalah dana yang berasal dati APBN yang didistribusikan oleh 

pemerintah pusat dan ditujukan untuk tujuan khusus. Tujuan khusus tersebut 

meliputi : (I) kebutuhan sarana dan prasarana fisik di daerah terpencil yang 

tidak mempunyai akses yang memadai ke daerah lain~ (2) kebutuhan sarana 

dan prasarana fisik di daerah yang menampung transmigrasi; (3) kebutuhan 

prasarana dan sarana fisik yang terletak di daerah pesisir/kepulauan dan tidak 

mempunyai prasarana dan sarana yang memadai; (4) kebutuhan prasarana dan 

sarana fisik di daerah gurun mengatasi dampak kerusakan lingkungan. 

3. Sedangkan yang dirnaksud dengan provinsi Jawa Timur adalah Pemerintah 

Daerah Jawa Timur yang terdiri dari 29 Kabupaten dan 8 Kola 
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4. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk 

mengatur dan mengurus endiri urusan pemerintahan dan kepentingan 

masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

IV.3 Sumber Data 

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data sekunder yang 

diperoleh dari Kantor Statistik propinsi Jawa Timur dan beberapa sumber terkait. 

Apabila diperlukan, maka data sekunder juga dopat diambil di kantor kabupaten I 

kola di Jawa Timur. Data yang diperlukan meliputi antara lain : APBD Jawa 

Timur, PAD, PDRB. PDRB per kapita. data penduduk, dan lain-lain. Lokasi 

penelitian ditetapkan secara pur/XJsive di wilayah pemerintah provinsi Jawa 

Timur. 

IVA Tebnik ADalisis Data 

Untuk mengidentifikasi perubahan yang mendasar pada sistem fiskal 

pemerintah propinsi Jawa Timur selelah era otonomi daerah dan pola slruktur 

anggaran pemerintah daerah Jawa Timur setelah adanya kebijakan undang-undang 

perimbangan antara keuangan pusat dan daerah adalah dengan menganalisis 

struktur sumber dana APBD Jawa Timur yang berasal dari dana perimbangan 

sebelum dan sesudah kebijakan Undang-Undang Otonomi Daerah. Pengamatan 

terhadap perubahan struktur dana perimbangan dilakukan baik seeara nominal 

maupun proporsi terhadap APBD Jawa Timur dari tahun ke tahun. 

Apabila telah diketahui pola struktur anggaran dana berimbang antara 

pemerintah pusat dengan Jawa Timur, maka dapat diketahui pelaksanaan 

kemandirian fiskal (desentralisasi fiskal) di Jawa Timur. Desentralisasi fiskal 

dapat dilihat dari besamya proporsi PAD terhadap anggaran penerimaan daerah 

JawaTimur. 
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BABV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

V.l Sistem Fiskal di ,Jawa Timur Setelah Era Otonomi Daerah : Undang­

Undang Tcntang Perimbangan Keuangan Antal'a Pcmcrintah I'usat 

dan Daerah di Propinsi Jawa Timur 

Di bidang anggaran. pemerintah daerah Jawa Timur mempunyai tugas 

fiskal yaitu mengatur pene~ dan pengeJuaran daerah. Kebijakan fiskaJ ini 

difokuskan kepada anggaran penerimaan dan belanja daerah yang mempunyai 

fungsi a1okasi. distribusi. dan stabilisasi. 

Kebijakan selama 32 tabun masa orde baru, seperti halnya APBN, APBD 

Jawa Timur dilaksanakan berdasarkan prinsip anggaran berimbang yang dinamis. 

Berimbang berarti jumlah keseluruhan pengeluaran. baik rutin dan pembangunan 

selalu sarna dengan jumlah keseluruhan penerimaan. Besarnya pengeluaran 

menyesuaikan dari perkiraan penerimaan yang akan diterima. Dinamis 

mempunyai pengertian bahwa apabiJa penerimaan I~bih rendall dari yang 

direncanakan, maka pemerintah daerah akan mengurangi pengeluaran agar tetap 

terjaga keseimbangannya. Dari tabun ke tahun besaran APBD Jawa Timur selalu 

mengalami kenaikan, terkecuali pada sant krisis ekonomi melanda tanah air pada 

tabun anggaran 1988/1 989 sampai dengan 199912000. 

Pada masa orde reformasi, sistem anggaran negara mengalarni peruballan 

menjadi anggaran defisit Pemerintab daerah Jawa Timur juga menyesuaikan 

APBD-nya dengan sistem anggaran deflsit tersebut Di dalarn anggaran defisit 

banyak tergantung pada tingkat ekspansi dari pengeluaran maupun tingkal 

kontraksi dari penerimaan. Penerimaan negara yang berupa bantuan luar negeri 

tidak lagi diistilahkan sebagai penerimaan pembangunan letapi sebagai pinjaman 

luar nageri. Di dalam APBD daerah Jawa Timur, penerimaan yang berasal dari 

pinjaman juga dimasukkan dalam penerimaan pembangunan. 

Seiring dengan tuntulan reformasi di segala bidang yang dikumandangkan 

akhir-akhir ini berdampak pada hubungan keuangan antara pemerintah pusal dan 
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pemerintah daemh Jawa Timur. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tenlang 

Pemerintahan Daerah dan UU no. 25 Tabun 1999 tentang Perimbangan anlara 

Pemerintah Pusat yang mulai berlaku pada 1 Januari 2001 adalah merupakan 

salah satu jawaban dari tuntutan tersebut. Terkait pelaksanaan otonomi daerah, 

penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pembangunan di provinsi Jawa Timur 

mempuny~ . kewenangan yang lebih luas termasuk kewenangan untuk 

memperoleh sumber-sumber pembiayaan yang berasal dari daerah sendiri atau 

PAD. 

Selama ini sumber pembiayaan penyeJenggaraan pemerintahan dan 

pembangunan daerah berasal dari PAD, bagian daerab berupa bagi hasil pajak dan 

bukan pajak (BHPBP), alokasi berupa sumbangan dan bantu an, pinjaman daerah 

dan sisa lebih tahun sebelumnya Sumber pandapatan terbesar dalam APBD Jawa 

Timur berasaJ dari sumbangan dan bantuan pemerintah pusat. Besarnya proporsi 

sumber dana yang berasal dari sumbangan dan banluan mencapai lebih dari 50% 

dari penerimaan. Sedangkan PAD kurang lebih hanya 20% dari penerimaan. Hal 

ini menggambarkan sistem pemerintahan yang tersentralisasi (bidang keuangan). 

Sejak Undang-Undang Otonomi Daerah tahun 1999 dicanangkan, 

penerimaan sumbangan dan bantuan diganti dengan subsidi daerah otonom dan 

bantuan pembangunan dimana perannya terhadap total penerimaan semakin keci l. 

Subsidi atau transfer dana dari pemerintah pusat kepada daerah selama ini melalui 

tigajalur : 

1. Subsidi Daerah Otonom (SDO), yaitu transfer kepada pemerintah daerah 

untuk rnembiayai pengeluaran rutin. 

2. Program tnpres (dana non DIP) baik yang bersifat sektoral maupun umum dan 

digunakan untuk membantu pemerintah daerah untuk membiayai pengeluaran 

rutin dan pembangunan, sekaligus sebagai upaya untuk mengatasi ketidak­

seimbangan slruktur keuangan antar daerah. 

3. DIP (pengeluaran sektoral) yang dialokasikan untuk membiayai proyek­

proyek I pengeluaran pembangunan, sebagai perwujudan mekanisme 

dekonsentrasi. 
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Berkaitan dengan UU Otonomi Oaerah ini, maka terdapat kenaikan 

sumber dana perimbangan yang berasal dari bagi basil pajak dan bukan pajak. 

Hal ini terjadi, karena adanya perubahan persentase bagi hasil beberapa jenis 

pajak dan bukan pajak antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten / kola. 

Perimbangan dimaksudkan agar terjadi keadilan dan pembagian sumber daya bagi 

kepentingan nasional dan bagi kepentingan daerah. Dana bagi hasil yang berasal 

dari PlYak adalah PBB (Pajak Bumi dan 8angunan), BPHTB (Bea Perolehan Hak 

Atas Tanah dan Bangunan), dan PPh orang pribadi. Penerimaan bukan pajak 

adalah bagi hasil sumber daya alam dari sektor kehutanan, pertambangan umwn, 

minyak bumi & gas alam, serta perikanan. 

Sejak tabun anggaran 2002, sumber dana SOO dan bantuan pembangunan 

diganti menjadi DAU (Dana Alokasi Umum) dan OAK (Dana Alokasi Khusus). 

OAUIDAK adalah provisi berupa transfer dari pemerintab pusst ke pemerintah 

daerah. Penggunaan DAU ditetapkan sepenuhnya oleh pemerintab provinsi Jawa 

Timur. Namun tidak demikian halnya dengan DAK. OAK adalah transfer dana 

dari APBN (reboisasi dan non-reboisasi) yang dialokasikan untuk tujuan khusus 

dan merupakan wewenang pemerintab pusat. Selama ini belum tersedia OAK 

yang berasal dari dana non-reboisasi. Kegiatan khusus yang dimaksud dalam 

penggunaan OAK antara lain diprioritaskan untuk reboisasi dan penghijauan. 

Sejak tabun 2002 Jawa Timur belum pemah menerima OAK. 

Persyaratan suatu daerah agar memperoIeh OAK adalah sebagai berikut 

(Kuncoro,2004: 35): 

] . daerah perlu membuktikan bahwa daerah tersebut kurang mampu membiayai 

seluruh pengeluaran usulan kegistan tersebut dari PAD, Bagi Basil Pajak dan 

SOA. OAU. Pinjaman Daerah, dan lain-lain penerimaan yang sah. 

2. daerah menyediakan dana pendamping sekurang-kurangnya 10% dari kegiatan 

yang diajukan (dikecualikan untuk OAK dari Dana Reboisasi) 

3. kegiatan tersebut memenuhi kriteria teknis sektor / kegiatan yang ditetapkan 

oleh Menteri Tcknis / Instansi terkait. 
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V.2 Pola Struktur Anggaran Pemerintah Daenth Jaws Timur Setelah 

Keb'ijakan Undang-Undang Otonomi Daenth Tentang Dana 

Perimbangan K.euangan Antar8 Pem~tab Pusat dan Daenth 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Jawa Timur menggambarkan 

kemampuan daerah Jawa Timur dalam memobilisasi keuangannya. Apabila 

penerimaan daerah dari PAD cukup besar maka akan mengurangi ketergantungan 

pemerintah daerall Jawa Timur terhadap pemerintah pusat. Disamping itu 

besamya APBD Jawa Timur dapat menggambarkan tingkat pelayanan yang 

diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. 

Struktur APBD Jawa Timur terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu 

penerimaan dan pengeluaran. Anatomi sumber-sumber penerimaan dan 

pengeluaran daerall Jawa Timur dapat dilihat pada tabel Lampiran t dan 2. 

Sebelum adanya kebijakan Undang-Undang otonomi daerall, penerimaan 

daerah Jawa Timur terdiri dari penerimaan rutin dan penerimaan pembangunan. 

Namun sejak tahun anggaran 199912000, struktur penerim~ berubah menjadi 

p'enerimaan yang berasal dari PAD, dana perimbangan, pinjaman, dan bagian 

pendapatan lain yang sail. 

Sebelum tahun anggaran 1999/2000 besarnya penerimaan rutin didominasi 

oleh penerimaan yang berasal dari sumbangan dan bantuan dari pemerintah pusat. 

Namun demikian secara proporsional besamya semakin menurun, bahkan pada 

saat krisis besarnya sumbangan dan bantuan menurun dengan sangat drastis, baik 

secara nominal maupun proporsional. Pada tahun anggaran 1998/1999, peran 

sumbangan dan bantu an terhadap total APBD banya sebebsar 26,6 t %, dimana 

sebelumnya anwa 50% - 60%. Turunnya sumber penerimaan sumbangan dan 

bantuan ini merupakan akibat dari turunnya kemampuan penerimaan nasional 

(APBN) akibat krisis ekonomi fiskaJ dan moneter. 

Sebaliknya, setelah kebijakan otonomi daerah, sumber penerimaan daerah 

didominasi oleh penerimaan yang berasal dari PAD. Sejak tahun anggaran 

1999/2000, baik seeara proporsional maupun secara nominal PAD Jawa Timur 

mengalami peningkatan terus menerus. Komponen terbesar daJam pembentukan 

PAD adalah pajak daerall. Besamya pajak daerah mengaJami peningkatan sebesar 
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2,48% antara tabun anggaran 199411995 sampai dengan 199811999 dan 

meningkat 32,60% antara tallUn anggaran 199912000 sampai dengan tabun 2003. 

Setelah kebijakan UU otonomi daerah, penerimaan daerah yang berasa] 

dari Sumbangan dan Bantuan dihapus. Sebagai gantinya, maka diterapkan 

Subsidi Daerah Otonom (SDO) dan Bantuan Pembangunan. Besarnya Bantuan 

Pembangunan jauh melebihi jumlah SDO. Bantuan pembangunan ditujukan 

untuk meningkatkan keselarasan pembangunan sektoral dan regiona]. Bantuan 

pembangunan terdiri dari bantuan umum dan khusus. 

Sejak tabun anggaran 2002, SDO dan Bantuan Pembangunan diubah 

menjadi Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). DAU 

merupakan block grant yang diberikan kepada semua daerah untuk tujuan mengisi 

kesenjangan an/ora kapasi/as dan kebutuhan fisik daerah, dan didistribusikan 

dengan rormula berdasarkan prinsip-prinsip tertentu yang secara umum 

mengindikasikan bahwa daerah miskin dan terbelakang harus menerima lebih 

banyak daripada daerah kayo. Sedangkan DAK ditujukan untuk daerah khusus 

yang lerpilih unluk tujuan khusus. Karena itu lokasi yang didislribusikan oleh 

pemerintab pusat sepenuhnya merupakan wewenang pusat untuk tujuan nasiona1 

khusus. 

Sepanjang pengalokasian dana DAU dan DAK. oleh pemerintah pusat, 

Provinsi Jawa Timur tidak mendapatkan dana DAK, tetapi hanya DAU saja. 

Setelah tahun anggaran 2002, besarnya dana perimbangan ini secara nominal 

maupun proporsi besamya semakin keeil. Apabila sebelumnya dana perimbangan 

masih menggunakan konsep SDO dan bantuan pembangunan yang besarnya 

kurang lebih 20% dari proporsi APBD, namun setelah diubah menjadi 

OAUlDA~ pemerintah Jawa Timur hanya menerima dana perimbangan yang 

berasal dari OAU (Jawa Timur tidak menerima OAK) sebesar kurang lebih 10% 

dengan proporsi yang semakin menu run. 

Sumber penerimaan lain dari APBO Jawa Timur adalah dana perimbangan 

yang berasal dari bagi hasil pajak dan bukan pajak. Sumber penerimaan ini 

mengalami peningkatan yang eukup signifikan sebesar 20,29% antara tabun 

1994/1995 sampai dengan 199811999. Sedangkan pada tabun anggaran 
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1999/2000 sampai dengan tahun 2003 meningkat dengan sangat tajam, yailU 

sebesar 35,23%. Hal ini sebagai konsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah 

dimana lerdapal perubahan persentase atas provisi bagi hasil pajak dan bukan 

pajak. Tabel 3 di bawah ini adalah rangkuman persentase dana bagi hasil yang 

diperinci untuk pemerintah pusat dan daerall sebelum dan sesudah diterapkannya 

UU otonomi daerah No. 25 tabun 1999. 

Tabe13 

Persentase Dana Bagi Hasil 

untuk Pemerintah Pusat, Provinsi. dan Kabupalen I Kola 

Scbclum UlJ No. 2511999 Selclah lJU No. 25 11999 
'('wipa \)cngan 

JeniN PUIlUI Prov Kab/Kola Pusal Prov Scmuu SUll1hcr Swubl.'l' 
Dllya 

Pajak Bwni dan BIlllgWlan 10 16,2 64,8 . 10 16,2 H4 -
Bca Pc.:rolchun Hak Ats Tanah 20 16 64 20 16 64 -
dan BUllgWWIl 

luran Iluk P"'llgllullUun llutan 55 30 15 20 16 - 32 

Provisi Sumbcr Duya llulan 30 70 - 20 16 - 0 

luran Eksplomsi dun 20 16 64 20 16 - 32 
Eksploitasi Pcrtumbangan 

Land Rent Pcrtumbangan 20 16 64 20 16 - 0 

Royalti Minyuk 100 - - 8S 3 - 6 

Royalti OIlS 100 - - 70 6 - 6 

Pcrikanan - - - 20 - H() -
.- --- -~- .. , --.- -. 

0-- _0 ______ '. ___________ ..... __ • 

.- -- .. -.-.-.-- ---.-
Sumber: lJU No. 25"91)1); BmdJORCgC1ro& Asanuma (2000:6-8); WldJBJ8 (2002); Kuncoro (2004 : 2'). 

Struktur pengeluW'an terdiri dari pengeluaran rutin dan pengeluaran 

pembangunan. Yang dikategorikan sebagai pengeluaran rutin adalah pengeluaran 

yang dilakukan secara terus menerus untuk menunjang kegialan pemerinlahan, 

seperti : belanja pegawai, belanja barang. pembayaran hutang dan bungs, dan lain­

lain. Pengeluaran pembanl:,»unan merupakan pembiayaan proyek yang lerdiri dari 

20 sektor. 

33 

Daya 

-
-

32 

64 

32 

64 

6 

12 

-
- .. - ..... -

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

LAPORAN PENELITIAN NURUL ISTIFADAH ANALISA DANA ALOKASI...



Besamya belanja rutin dan belanja pembangunan dalam APBD Jawa 

Timur menunjukkan nHai yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. 

Pengeluaran pembangunan menunjukkan peningkatan yang jauh lebih besar, baik 

secara nominal maupun secara proporsional. Turunnya pengeluaran rutin 

disebabkan karena adanya penurunan pada pos sumbangan ke daerah bawahan. 

Sejak tahun anggaran 1999/2000 (kebijakan otonomi daerah), pengeluaran rutin 

untuk sumbangan k~ daerah bawahan turun sampai 35,83%. Sumbangan ke 

daerah bawahan adalah pengeluaran rutin pemerintah provinsi Jawa Timur ke 

daerah-daerah di tingkat bawahnya Dengan adanya kebijakan otonomi daerah, 

maka daerah kabupaten I kota selain terpacu untuk meningkatkan PAD-nya juga 

telah memperoleh dana perimbangan yang berupa DAU dan DAK langsung dari 

pemerintah pusat. Daerah dituntut untuk lebih mandiri dalam hal pembiayaan dan 

opersional. 

Pengeluaran yang berasal dari sumbangan daerah bawahan menyebabkan 

jumlah pengeluaran rutin semakin berkurang. Sebaliknya pengeluaran 

pembangunan semakin meningkal Namun demikian pengeluaran rutin untuk 

belanja anggota DPRD semakin meningkat sejak berJakunya kebijakan Undang­

Undang o1onomi Daerah ini. Besamya pengeluaran ini mengalami peningkataan 

yang.cukup besar sejak tahun.1999, yaitu sebesar 40,22%. Dalam UU otonomi 

daerah menyatakan bahwa penyelenggaraan tugas pemerintah daerah dan DPRD 

dibiayai dari dan atas beban APBD. 

Secara keseluruhan, performa anggaran pemerintah daerah Jawa Timur, 

sudah cukup bagus, dimana besarnya PAD menunjukkan pertumbuhan yang 

semakin meningkat. Besarnya dana perimbangan sebelum UU otonomi daerah 

menunjukkan bahwa peran PAD terhadap total APBD hanya berkisar lebih dari 

20%, namun setelah tabun anggaran 1999/2000 proporsinya meningkat menjadi 

lebih dari 50%. Sedangkan dana perimbangan hanya berkisar antma 30%. 

Turunnya peran dana perimbangan terhadap APBD Jawa Timur ini disebabkan 

adanya perubahan sumber dana SDO dan bantuan pembangunan yang dirubah 

menjadi DAU dan DAK dimana semakin kecil. DAU dan DAK diberikan 

langsung oleh pemerintah pusat kepada daerah provinsi dan kabupaten I kola 
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Irl-----------------~ 

I 
1994/95 1997/98 2000 

T a hun A n ggara n 

2003 

10 Penerimaan- I!I Pengeluaran 0 Dana Perim bangan 0 PAD I 
Swubcr : Jawa Timur Dalum Angka. bcrhagui h.,'rbitan 

])una I'crimhllngun : 
}o- I <J9tU95-199WR9: hllgi husil J'l'Ljak/hukun p'~lIk & swnhHngan dun hilllluan. 
y 1 CJ99100 - 2001 : bagi ha.~il pajaklbukan pajak. SIX>, dan hanlWln Ik!lIIbangwum. 
}o- 2002 - 200] : hagi ha<;jJ pajaklbukan pajuk dan Di\u!DAK. 

Gambar 3 

Pcrkcmbangan Bcbcrapa Unsur APBD Jawa Timur 

Tahun Anggaran 1994/1995 - 2003 

V.3 I)o la Stnlktur AnggRran Pcmerintah Daerah Jawa Timur Yang 

DCl1lsnl Uliri Dana DAU dan OAK 

Salah salu komponcn dari dana peri mbangan da1am APBD adaJah DAU 

dan OAK. yang pcngalokasiannya didasarkan alas konscp kcscnj angan fi skal 

alau celah fi skal (fi.\'col gap), yaitu sclisih anlara Kebuluhan Fi skal dan Knpa<)itas 

Fi ska!. Kcbijakan pcrhitungan DAU tahun nnggarnn 2003 mcnggunakan formula 

dcngan konscp kcscnjangan li skal yang diaLur da1nm I>Jl H4/200 1 scbagai 

pcrubahan alae; ]'P 10412000 tentang Dana Pcrimbangan (digunakan dnlam 

pcrhitungun OAU tahun anggaran 2()02). Selain dengan formula kcsenjangan 

liskal , pcrhitungan OAU juga ditcntukan dengan Illcnggunakan rnktor 

pcnycimbang err) berupa Alokasi Minimum (AM). 

Oite tnpkrul dalanl rapat Panit ia Anggaran DPR· RI dcngan Pcmcrinlah 

tanggal 10 Juli 2002, bahwa pcnyempumaan formula dM perhitungan DAU 

dilakukan dengan (Kuncoro. 2004 : 30·3 1): 
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1. meningkatkan akurasi data dasar yang digunakan; 

2. mengurangi porsi DAU yang diperhitungkan dalam a10kasi minimum dan 

memperbesar porsi DAU yang dialokasikan untuk mengurangi kescnjangan 

keuangan antar daerah (perhitungan DAU dengan formula dalam PP 

84/2001); 

3. diupayakan untuk tetap mempertahankan bahwa tidak ada daerah yang 

menerima DAU tahun anggaran 2003 kurang dari atau minimal sarna dengan 

DAU plus Dana Penyeimbang tabun anggaran 2002. oleh karena itu. 

diberikan tambahan dana melalui Dana Penyeimbang tabun anggaran 2003. 

Formula DAU tabun anggaran 2003 berdasarkan PP Nomor 84/2001 yang 

diterapkan juga untuk provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut (Sidik, 2003; 

Kuncoro. 2004 : 31) : 

Keterangan : 

DAUI = AM + KF 
AM = 1.8 + agaji 
K.F = HD x DAUn 

HD = (KbF - KpF) i 
(K.W - KpF)n 

DAU = Dana Alokasi Umum Provinsi Jawa Timur 

DAUn = Dana Alokasi Umum Seluruh Provinsi 

AM = Alokasi Minimum 

KF = Kesenjangan Fiskal 

SO = Sobot Daerah Jawa Timur 

LS = Lumpsum 

a.Gaji = Proporsional berdasarkan kebutuhan gaji 

KbF = Kebutuhan Fiskal dari Provinsi Timur 

KpF = Kepasitas Fiskal dari Provinsi Jawa Timur 
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Tabcl4 

DAU Jawn TimurTahun 2001 - 2003 (Oalam Juta Rupiah) 

Tahun DAU DAK OAU Scluruh Peran DAU 
Prov,Kab/ Kota Jatim thd 

(Juta Rp) (Milli,~ Rp) OAU Scluruh 
Provinsi (%) 

2(XIl 405. 152 -- 60517 (l ,(i7 

2002 453.210 -- 69. 114 0,66 

2(X13 414.31X -- 76.978 0,54 

Pcrtumbuhan sclama lahun 2001 - 2003 : 0.75 % 
. . . . .. .. .. SWllhcr . J,IWII I Imur 1),IIIUII An~a, Statlstlk IndoncsllI , 200 1-2003 . 

Ilesarnn DAU provinsi Jawa Timur sclamu tahun lUlggaran 20tl] - 2003 

adnlah rclatir konstnn. Bahkan apabila dilihal dnri proporsinya tcrhadap to tal 

DAU yang diberi kan olch pemerintah pusut lcrhndap scluruh provinsi dan 

kabupalcn I kOla, bcsamya scmakin mcnurun. I-Ial ini salah salu scbabnya karcna 

pclaksanaan dcscntralisasi pemcrin tahan dan liskal yang ditckankan pada 

pcmcrintah dacrah kabupatcn I kola. 

2001 2002 

Tahun 

2003 

80,000,000 

60,000,000 

40,000,000 

20,000,000 

o 

I 0 DAU Jatim B DAU Nasional I 
Sumlx."!' : Jawu 'I1mUT Datum Angku, Stuti ~tik lndom:siu, 2001-2003. 

Gambar4 

DAU Jalim dan Total DA U Nasional Unluk ProvillSi dan Kabupaten/ Kota 
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Dapat dipahami bahwa DAU provinsi akan relatif konstaJ\ sebaliknya 

DAU kabupaten / kala akan senantiasa semakin besar. Hal ini karena 

kecenderungan desentralisasi pada daerah kabupaten / kola Namun demikian 

sebaliknya, dana bagi hasil yang berasal dari bagi hasil pajak dan bukan pajak 

terdapat kenaikan pene.rjmaan karena adanya perubahan persentase yang diterima 

oleh pemerintah provinsi Jawa Timur setelah kebijakan UU No. 25 tahun 1999 

tentang Perimbangan Keuangan Antara pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah. 

Dengan kebijakan desentralisasi diatas, maka DAU untuk kabupaten I kala 

akan semakin besar, sedangkan DAU provinsi lebih kecil. Alokasi Minimum 

untuk provinsi semakin kecil dan unluk kabupaten / kola semakin besar. 

Di bawah ini adalah skema dasar penerimaan DAU unluk seluruh daerah 

termasuk daerah provinsi Jawa Timur : 

KAJ>ASITAS FISKAl. VAIUADHL JIJSKAL 

• Potensi industri • I'()RB Industri & Jasa 
• Basi Hasil SDA. PBD, 

B1~m 

• PPh orang pribadi 

• Potcn.<ri SDA 
• Potcnsi SDM 
• PURR 

Mcnurut PPD ana Perimbangan 
UU2511999 

KEBU'lUlIAN FISKAL VARIABEL KEBUllJl IAN 

--+ 
• Jumlah Jlcnuduk 
• l.uQ.'1 wililyah 

• KC(lOdnl1ln pcnduduk 
• Indcks HIIJ'8Il BlIIIgunan 

• PmvcrtyGap 

• JumJah pcnduduk ~ 
• Lu~'1 wilayah ~ 
• Kcadaan gcogrufi 
• J'cnduduk miskin 

(Sumber: Kadjalmiko & Mahi, 2003; Kuncoro. 2004 : 31) 

Gambar5 

Skema DAU 2002 
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Tahun 

99/00 

2000 

Tahun 

2001 

lOOl 

2003 

Tabel5 

Komposisi Bantuan Pemerintah Pusat Terhadap Pengeluaran 

Pemerintab Daerab Provinsi Jawa Timur. 

Tabun Anggaran 199912000 - 2003 

SIX) ))antuan Totaillantn Pcngolurm l'cngoJran Iv.gclran Rasio Rasio 

I'embngn l'cmcrintDh Rutin l»cmbangn Total GllIJIts thd Grants thd 

(Orants) Pcngclum I'cngcluam 

Rutin Pembgn 

92.879 151.917 244.796 392.900 436.547 846.772 62,30 56.08 

77.906 189.571 267.477 387.473 446.343 852.181 69,03 59.93 

DAU DAK Totaillantn Pcngc1ran I'cngclran Penglran Rasio Rasio 

)lemcrintDh Rutin )lembangn Total Grants thd Grants thd 

(Grants) Pengelum Pcngclum 

Rutin Pembsn 

405,152 0 405,152 694,597 1,178,610 1,908.056 58.33 34.38 

453,210 0 453,210 984,546 1,830,503 2',~34,878 46.03 24.76 

414,318 0 414,318 1,230,277 2,243,891 3,532,958 33.68 18.46 
Sumber: Jilwa Timur Duhlln ""gka. berboSll1 tomlta" 

Selelab kebijakan UU Olonomi daerah, seperti terlihat pada Tabel 3 di alas 

bahwa rasio bantuan pemerintah (grants) terhadap pengeluaran rutin, pengeluaran 

pembangunan, dan total pengeluaran semakin menurun. Hal ini mengindikasikan 

bahwa ketergantungan di bidang keuangan antara pemerintah provinsi Jawa 

Timur terhadap pemerintah pusat semakin menurun. 

Peran bantuan pemerintah terhadap APBD Jawa Timur semakin turon. 

Pendanaan pengeluaran rutin yang semula didominasi oleh pembiayaan yang 

berasal dari pemerintab pusat, seiring berjalannya proses desentralisasi, maka 

peran pemerintah pusat semakin keeil. 

Pada tabun anggaran 2001, dimana grants pemerintah pusat diubab 

menjadi DAU dan OAK, maka rasionya menjadi semakin kecil. Besarnya DAU 

provinsi yang diterima pemerintah daerah Jawa Timur didasarkan pada alokasi 

minimum yang semakin keeil. Pada tabun anggaran 2003, a10kasi minimum 

provinsi turon dari 50% menjadi 40%. 
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V.4 Proses Kemandirian Pemerintah Provinsi Jawa Timur Di 

Bidang Keuangan Setelah Adanya Dana Perimbangan Antal'a Pemerintah 

Pusat dan Daerah: Tercipta atau Tidak ? 

Sebelum kebijakWl UU Otonomi Daerah tabun 1999, realitas hubungan 

fiskal antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah Jawa Timur, ditandai 

dengan tingginya kontrol pusat terhadap proses pembangunan daerah di Jawa 

Timur. Hal ini ditandai dengan rendahnya rasio antara PAD dengan total 

pendapatan daerah. Peran PAD terhadap total APBD Jawa Timur kurang lebih 

hanya 20%. Pemerintah Jawa Timur mempunyai tergantungan fikal yang tinggi 

terhadap pemerintah pusat. Hal ini terlihat dari relatif rendahnya PAD dan 

dominannya transfer dari pusat tersebut. 

Penyebab utama rendahnya PAD yang menyebabkan besarnya 

ketergantungan pemerintah Jawa Timur terhadap subsidi pemerintah pusat antara 

lain': 

1. perusahaan daerah kurang berkembang, sehingga perannya kecil terhadap 

pendapatan daerah. 

2. tingginya derajat sentralisasi dalam bidang perpajakan. Beberapa pajak utarna 

(PPH, PBB, dll) dikelola dan ditentukan tarifnya oleh pemerintah pusat. 

3. walaupun pajak daerah di Jawa Timur cukup beragam ternyata hanya sedikit 

yang bisa diandalkan sebagai sumber penerimaan. (kurang efektif dan 

efisiennya pemungutan pada beberapa jenis pajak daerah. Biaya pemungutan 

an beberapa pajak daerah masih cukup besar. Masih terdapal kebocoran. 

4. subsidi yang diberikan oleh pemerintab pusat lebih banyak bersifat block 

grant. bukan specific grant. Subsidi yang bersifat block grant tidak 

memberikan keleluasaan dalam penggunaan dana (kelemahan dalam 

pemberian subsidi). 

Setelah kebijakan UU Otonomi Oaerah, pada tabun anggaran 1999/2000 

peran PAD meningkat diatas 50%. Hal ini salah satu sebabnya adalah adanya 

kebijakan desentralisasi di bidang fiskal. yaitu perpajakan dan anggaran. Adanya 

kebebasan dalam penggunaan DAU, perubahan pengelolaan dan tarif pajak yang 
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diterima pemerintah provinsi Jawa Timur (dana berimbang) mendorong 

perubahan rasio PAD terhadap sumbangan pemerintah pusat. 

Tabel6 

Komposisi PAD Terhadap Pengeluaran Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur. 

Tabun Anggaran 1999/2000 - 2003 

Tahun PAD Pengeluaran Pengeluaran Pengeluaran RasloPAD Raslo PAD 
Rutin Pembangn Total thd Pengl thd Pengl 

Rutin Pembangn 
1999/00 539.967 392.900 436.547 846.n2 137.43 123.69 

2000 787,065 387.473 446.343 852,181 203.13 176.34 
2001 1,310,515 694,597 1,178,610 1,908,056 188.67 111.19 
2002 1.797,053 984,546 1,830,503 2,934,878 182.53 98.17 
2003 2,196,866 1.230.2n 2.243.891 3,532,958 178.57 97.90 

Sumbcr : Jawn Timur DaJam Angka, bcrbagai tcrbitan. 

Dari Tabel 4 di alas, terlihat bahwa rasio PAD terhadap pengeluaran rulin 

bemilai dialas 100 dan semakin meningkat. Artinya babwa nilai PAD selalu 

melebihi dari pengeluaran rutin. Hal ini menunjukkan bahwa selelah kebijakan 

UU otonomi daerah, tingkat kemandirian peme~ntah provinsi Jawa Timur di 

bidang keuangan semakin meningkat. Salah satu indikalor lingkal kemandirian 

suatu daerah adalah apabila P AD-nya mampu membiayai pengeluaran rutinnya 

Apabila dianalisis lebih lanjut, bahwa peran PAD Jawa Timur secara 

relalif semakin besar. Artinya dibandingkan dengan besamya dana perimbangan, 

maka PAD Jawa Timur semakin besar. Di sisi lain, besamya pengeluaran rulin 

dibandingkan dengan pengeluaran pembangunan semakin keeil. Sehingga dari 

kedua sisi PAD dan pengeluaran rutin tersebut akan menghasilkan rasio yang 

semakin besar. 

Semakin meningkatnya PAD menggambarkan semakin tingginya 

kemampuan pemerintah provinsi Jawa Timur dalam menggali sumber-sumber 

keuangan daerahnya sendiri. Dengan demikian, kemampuan untuk 

menyelenggarakan otonomi daerah berdasarkan indikator desentralisasi fiskal 

semakin besar. 
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Lebih lanjut, apabila melihat rasio PAD terhadap pengeluaran 

pembangunan menunjukkan rasio yang semakin turun. Hal ini disebabkan karena 

terjadinya lompatan peningkatan pengeluaran pembangunan yang jauh lebih besar 

pada tabun anggaran 2002, yaitu dari Rp 446.343 juta pada tabun 200 I menjadi 

Rp 1.178.610 juta Sehingga dari beberapa indikator diatas, dapat disimpulkan 

bahwa performa anggaran untuk pemerintah daerah Jawa Timur setelah kebij akan 

UU Otonomi Daerah semakin baik. Pembangunan fisik di Jawa Timur sangat 

pesat dan tingkat ketergantungan fiskal antara daerah Jawa Timur terhadap 

pemerintah pusat semakin keeil. 
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BABVI 

KESIMPVLAN DAN SARAN 

VI. I Kesimpulan 

Dari hasil penelitian diatas, terdapat beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

1. Pola struklur anggaran pemerintah Jawa Timur sebelum dan sesudah 

kebijakan UU Otonomi Daerah tentang dana perimbangan keuangan antara 

pemerinlah pusal dan daerah : 

Sebelum KebijakaD Otonomi 

Daerah 

Selama 32 tabun masa orde bana, 
APBD Jawa Timur dilaksanakan 
berdasarkan prinsip anggaran 
berimbang yang dinamis. 
Penerimaan yang berasal dari 
pinjaman diistilahkan sebagai 
penerimaan pembangunan. 
Penerimaan daerah terdiri dari 
penerimnan rutin dan penerimaan 
pembangunan. 
Penerimaan rutin didominasi oleh 
sumber yang berasaJ dari sumbangan 
dan banluan pemerintah pusat 

Setelab Kebijakan Otonomi Daerah 

Dalam orde refonnasi, sistem 
anggaran daerah Jawa Timur berubah 
menjadi anggaran defisit. Terdapat 
pos pinjaman pemerintah daerah. 

Penerimaan daerah terdiri dan PAD, 
dana perimbangan, pinjaman, dan 
bagian pendapatan lain yang sah. 
• Penerimaan daerab didominasi 

oleh penerimaan yang berasal dari 
PAD. 

• Komponen lerbesar dalam 
pembenlukan PAD adalah pajak 
daerah. 

• penerimaan sumbangan dan 
bantu an dirubah menjadi SOO dan 
bantu an pembangunan. 

• Tabun anggaran 200 I SDO dan 
bantuan pembangunan dirubah 
m",njadi DA U dan OAK 

2. Terjadi perubahan yang mendasar pada sistem fiskal di Jawa Timur setelah era 

otonomi daerah. Pemerintah Jawa Timur mempunyai tergantungan fikal yang 

tinggi lerhadap pemerintah pusat sebelum pelaksanaan kebijakan otonomi 

daerah. Hal ini terlihat dari relatif rendahnya .p AD dan dominannya transfer 
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dan pemerintah pusat tersebut Peran PAD terhadap total APBD Jawa Timur 

kurang lebih hanya 20%. Namun demikian, setelah era kebijakan otonomi 

daerah, peran PAD meningkat diatas 50%. Hal ini di sebabkan antara lain 

karena adanya kebijakan desenlralisasi di bidang fiskal, yaitu perpajakan dan 

anggaran, adanya kebebasan dalam penggunaan DAU. dan perubahan 

pengelolaan dan besarnya tarif pajak yang diterima pemerintah Jawa Timur 

(dana berimbang). 

3. Pola slruklur anggaran pemerintah Jawa Timur yang berasal dari dana DAU 

dan OAK: 

a. DAU adnlah block grant yang diberikan kepada scmua daerah unluk 

tujuan mengisi kesenjangan anlara la:zpasitas dan kebutuhan fisik 

daerah. dan didistribusikan dengan formula berdasarkan prinsip-prinsip 

lertentu yang secara umum mengindikasikan bahwa daerah miskin dan 

terbelakang harus menerima lebih banyak daripada daerah kaya. 

Sedangkan OAK ditujukan untuk daerah khusus yang terpilih untuk 

tujuan khusus. Karena itu lokasi yang didistribusikan oleh pemerintah 

pusal sepenuhnya merupakan wewenang pusal untuk tujuan nasional 

khusus. Sepanjang pengalokasian dana DAU dan DAK oleh pemerintab 

pusat, Provinsi Jawa Timur lidak mendapatkan dana DAK, tetapi hanya 

DAUsaja 

b. DAU provinsi Jawa Timur relatif konsian, sebaliknya DAU kabupaten I 

kota senantiasa semakin besar. Hal ini karena adanya kecenderungan 

desentraJisasi pada daerah kabupaten I kota. Namun demikian 

sebaliknya, dana bagi hasil yang berasal dan bagi hasil pajak dan bukan 

pajak terdapat kenaikan penerimaan karena adanya perubahan persentase 

yang diterima oleh pemerintah provinsi Jawa Timur setelah kebijakan 

UU No. 25 tabun 1999. 

c. Dengan kebijakan desentralisasi diatas, maka DAU untuk kabupaten I 

kota akan semakin besar, sedangkan DAu provinsi lebih keeil. Alokasi 
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Minimum untuk provinsi semakin keoil dan untuk kabupaten / kota 

semakin besar. 

4. Tidak terdapat permasalahan fiskal yang ditimbulkan setelah diberlakukannya 

UU tentang perimbangan keuangan antara pemerintab pusat dan daerah di 

Jawa Timur. Justru terdapat perfonna yang semakin bagus dari sisi struktur 

penerimaan anggaran daerah Jawa Timur, yaitu dmgan Makin besarnya peran 

PAD menggantikan sumbangan dan bantuan pmerintab pusat. Besarnya dana 

perimbangan sebelum UU otonomi daerah menunjukkan bahwa peran PAD 

terhadap total APBD hanya berkisar lebih dari 20%, namun setelah tabun 

anggaran 1999/2000 proporsinya meningkat menjadi lebih dari 50%. 

Sedangkan dana perimbangan hanya berkisar antara 30%. 

5. Dengan adanya kebijakan tentang dana pecirnbangan antara pemerintah pusal 

dan daerah dapat menciptakan proses kemandirian pemerintah provinsi Jawa 

Timur terutama di bidang keuangan (anggaran penerimaan). 

a Sebelum kebijakan UU Otonomi Daerah tallUn ) 999, realitas hubungan 

liskal antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah Jawa Timur, 

ditandai dengan tingginya kontrol pusat teriwiap proses pembangunan 

daerah di Jawa Timur. Hal ini ditandai dengan rendahnya rasio aniara 

PAD dengan total pendapatan daerah. Peran PAD terhadap total APBD 

Jawa Timur kurang lebih hanya 20%. Pemerintah Jawa Timur mempunyai 

tergantungan fikal yang tinggi terhadap pemerintah pus at. Hal ini terlihat 

dari relatiC rendahnya PAD dan dominannya transfer dari pusat tersebut. 

Setelah kebijakan UU Otonomi Daerah. peran PAD meningkat diatas 

50%. 

b. Secara keseluruhan, performa anggaran penerimaan pemerintah daerah 

Jawa Timur cukup bagus, dimana besarnya PAD menunjukkan 

pertumbuhan yang semakin meningkat. Hal ini mengindikasikan bahwa 

ketergantungan di bidang keuangan antara pemerintah provinsi Jawa 

Timur terhadap pemerintah pusat semakin menurun. 
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VJ.2 Saran 

Pemerintah daerah Jawa Timur semakin mempunyai keleluasaan dalarn 

penggunaan anggarannya dan semakin sedikit kontrol dari pemerintah pusal 

terhadap penggunaan anggaran daerah. Adanya pelimpahan wewenang di bidang 

anggaran. yaitu sumber dana PAD dan dana perimbangan. rnaka pemerintah Jawa 

Timur semakin memiliki kewenangan dalam menggunakan anggarannya untuk 

kepentingan pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunannya. Narnun 

demikian, besarnya anggaran penerimaan yang diperoleh. baik dari PAD, DAU, 

DAK maupun dari sumber-sumber yang lain hendaknya harus lebih elisien daJam 

penggunaannya 

Dalam rangka otonomi daerah, pemerintah Jawa Timur sebagai lembaga 

publik tidak hanya mempunyai kewajiban dalam mengalokasikan anggarannya 

secara elisien (deentraJisasi keuangan), tetapi juga harus melakukan desentralisasi 

pelayanan kepada masyarakat. DesentraJisasi pelayanan yang dimaksud adalah 

menggantikan peran pelayanan publik dari pemerintah pusat oleh pemerintah 

daerah Jawa Timur, seperti pelayanan di bidang pendidikan, kesehman, dan lain 

lain. 
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Tabel Lamplran 1a 
STRUKTURANGGARAN PENERIMAAN DAERAH JAWA TIMUR 
TAHUN 1""1995 .189811899 DALAM JUTA RUPIAH 
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Tabol Lamplran 1b 
STRUKlURANGGARAN PENERlMAAH DAERAH JAWA TlMUR 
TAHUN 199912000 -1OO31DALAM JUTA RUPIAH) 
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Tabel Lamplnm2a 
STRUKTUR AKGGARAN PENOELUARAN DAERAH.JAWA TlMUR 
TAHUN 191411895 • 1!19111999IDALAM .JUTA RUPIAHI 
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TaMI Lamplra" 3 
REKAPITULASI ANOOARAN PEHERIMAAN DAN BELANJA DAERAH JAWA TlMUR 
TAHUN 199411995 - 2003 (JUTA RUPIAH 
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